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BAB 1 
KONSEP DASAR ORGANISASI 
 
Oleh Arina Nuraliza Romas 
 
1.1 Pendahuluan 

Organisasi merupakan serangkaian proses dalam 
pembagian tugas, dimana masing-masing divisi atau masing-
masing unit satuan kerja memegang tugas tertentu sesuai dengan 
keahliannya.  Organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok 
orang dengan tujuan individu masing-masing (upah kerja, 
kepuasan kerja, dll) yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu 
untuk mencapai tujuan organisasi. Agar tujuan organisasi dan 
tujuan individu dapat tercapai secara selaras dan harmonis maka 
diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari 
kedua belah pihak (koordinator organisasi dan anggota organisasi) 
untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban 
masing-masing secara bertanggung jawab, sehingga pada saat 
masing-masing mendapatkan haknya dapat memenuhi rasa 
keadilan baik bagi anggota organisasi/pegawai maupun bagi 
pengurus organisasi/pejabat yang berwenang. 

Organisasi merupakan suatu wadah atau tempat dimana 
orang-orang dapat bergandengan bersama untuk mencapai suatu 
tujuan yang telah ditetapkan, tanpa adanya organisasi orang-orang 
tidak akan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 
jawabnya dan akan menimbulkan ketidak harmonisan antar 
individu. Pengertian tempat di sini, bukan dalam arti yang konkrit, 
tetapi dalam arti yang abstrak, sehingga dengan demikian tempat 
sini adalah dalam arti fungsi yaitu menampung atau mewadai 
keinginan kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan 
tertentu. Dalam pengertian umum, maka organisasi dapat berubah 
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menjadi sebuah wadah sekumpulan orang-orang yang mempunyai 
tujuan tertentu misalnya organisasi buruh, organisasi wanita, 
organisasi mahasiswa dan sebagainya. 

Suatu organisasi, selain merupakan tempat kerja sama juga 
merupakan proses kerja sama sedikitnya antar dua orang. Dalam 
praktek, jika kerja sama tersebut di lakukan dengan banyak orang, 
maka organisasi itu di susun harus lebih sempurna dengan kata 
lain proses kerja sama di lakukan dalam suatu organisasi, 
mempunyai kemungkinan untuk di laksanakan dengan lebih baik, 
hal ini berarti tanpa suatu organisasi maka proses kerja sama itu 
hanya bersifat sementara, di mana hubungan antar kerja sama 
antara pihak-pihak bersangkutan kurang dapat diatur dengan 
sebaik-baiknya (Lechler, Lehner, Röösli, & Huemann, 2022). 

Dengan adanya organisasi maka tugas dan kedudukan 
masing-masing orang atau pihak dapat terhubung satu dengan 
yang lain, sehingga akan dapat lebih jelas, dengan demikian 
pekerjaan ganda atau berlebih dan sebagainya akan dapat di 
hindarkan. Dengan kata lain tanpa kerjasama yang baik mereka 
akan bingung tentang apa tugas-tugasnya dan bagaimana 
hubungan antara yang satu dengan yang lain. 

Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi 
seorang manajer atau pimpinan. Jika suatu perencana yang 
kurang baik tetapi organisasinya baik, maka akan cenderung 
lebih baik hasilnya dari pada perencanaan yang baik 
tetapi organisasi tidak baik. Selain itu dengan cara 
mengorganisasi secara baik akan mendapat keuntungan, salah 
satunya pelaksanaan tugas pekerjaan mempunyai 
kemungkinan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. 
Sehingga hal tersebut akan berdampak baik bagi 
keberlanjutkan suatu perusahaan atau instansi. 
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1.2 Pengertian Organisasi 
No. Nama Ahli Penjelasan 
1. C.H. Northcott Organisasi adalah sebuah 

pengaturan di mana tugas-tugas 
diberikan kepada para anggota 
sehingga mereka berkontribusi 
secara efektif untuk beberapa 
tujuan yang lebih jelas 

2. Louis Allen Organisasi adalah sebuah 
proses identifikasi dan 
mengelompokkan pekerjaan 
yang akan dilakukan dan 
mengerjakan tanggung jawab 
dan wewenang serta 
membangun hubungan untuk 
sebuah tujuan yang membuat 
anggota organisasi saling 
bekerja sama secara efektif 
dalam mencapai tujuan. 
Organisasi adalah sebuah 
instrumen untuk mencapai 
sebuah tujuan tertentu. 

3. Koontz and O’Donnell Organisasi adalah pembentukan 
hubungan otoritas dengan 
ketentuan untuk koordinasi di 
antara mereka, baik secara 
vertikal maupun horizontal 
dalam struktur perusahaan. 
Organisasi merupakan titik 
koordinasi di antara para 
pebisnis. 

4.  Spriegel Organisasi mengacu pada 
hubungan antara berbagai faktor 
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No. Nama Ahli Penjelasan 
yang ada dalam sebuah usaha 
tertentu. Dari sudut pandang 
perusahaan secara keseluruhan, 
organisasi adalah hubungan 
struktural antara berbagai faktor 
dalam perusahaan. 

5. Wheeler Organisasi merupakan struktural 
tugas atau tanggung jawab yang 
dikerjakan oleh masing-masing 
personil dari organisasi. 
Organisasi adalah proses 
penetapan tugas dan tanggung 
jawab orang-orang di suatu 
kelompok atau perusahaan agar 
tujuan yang ditentukan dapat 
tercapai. 

6. Oliver Sheldon Organisasi adalah proses yang 
menggabungkan pekerjaan yang 
seharusnya dilakukan oleh 
individu atau kelompok dengan 
menggunakan fasilitas yang 
diperlukan dalam 
pengerjaannya, sehingga tugas 
atau pekerjaan yang dilakukan 
memberikan hasil terbaik dan 
efisien. Organisasi membantu 
dalam pemanfaatan sumber daya 
secara efisien dengan membagi 
tugas ke dalam beberapa orang 

7. George Terry Organisasi adalah pembentukan 
hubungan otoritas yang efektif di 
antara pekerjaan, pekerja, dan 
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No. Nama Ahli Penjelasan 
tempat kerja yang dipilih agar 
kelompok dapat bekerja sama 
secara efisien. Organisasi adalah 
terciptanya hubungan antar 
manusia dan pekerjaan sehingga 
dapat dilaksanakan dengan lebih 
baik dan efisien. 

8. L.H Haney Organisasi adalah sebuah 
harmonisasi dari bagian-bagian 
khusus untuk pencapaian 
beberapa tujuan bersama. 

 

1.3 Konsep Organisasi 
Organisasi adalah bagian dari lingkungan yang sistemik dan 

multi-skalar, penuh dengan variasi, keanekaragaman, variasi dan 
fluktuasi, yang bergantung pada jalur, berubah secara episodik, 
memiliki lebih dari satu masa depan, mampu mengatur diri sendiri 
dan mengatur diri sendiri. dan, terkadang, memunculkan fitur-fitur 
baru yang muncul. Semakin banyak organisasi yang menggunakan 
proyek untuk menanggapi kebutuhan akan perubahan konstan 
ini. Proyek memungkinkan mereka memiliki kemampuan 
beradaptasi yang diperlukan untuk menanggapi situasi yang 
kompleks dan tidak pasti. Penggunaan proyek membuat organisasi 
mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih 
fleksibel dan inovatif (Aal, 2022). Dalam konteks ini, organisasi 
yang terutama melakukan proyek disebut sebagai organisasi 
berorientasi proyek. Sebuah organisasi berorientasi proyek adalah 
salah satu yang mendefinisikan arti dari strategi organisasi dalam 
hal manajemen proyek, hal ini memiliki arti bahwa perusahaan 
menggunakan proyek untuk melaksanakan proses yang kompleks, 
memiliki budaya manajemen proyek yang eksplisit dan 
memandang dirinya sebagai berorientasi proyek. Secara umum, 
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industri yang berorientasi proyek adalah industri konstruksi atau 
mesin dan rekayasa pabrik. Organisasi semakin banyak 
menggunakan proyek internal untuk perencanaan strategis, 
misalnya pemasaran, sumber daya manusia atau proyek 
pengembangan organisasi (Whyte, Rajabi Asadabadi, & 
Naderpajouh, 2022). 
1.3.1 Organisasi berorientasi proyek 

Proyek dan organisasi berorientasi proyek telah menjadi 
bentuk umum organisasi kerja dalam beberapa dekade terakhir, 
seperti yang ditunjukkan oleh terminologi proyektifikasi yang 
muncul Organisasi berorientasi proyek memiliki karakteristik 
sebagai berikut: strategi organisasi yang dipilih secara sadar, 
seperti manajemen proyek, yang ditandai dengan kerja tim, 
orientasi proses dan pemberdayaan, di mana proyek dan program 
dikelola sebagai organisasi sementara. Organisasi berorientasi 
proyek dapat digambarkan sebagai “organisasi inovasi” yang 
berorientasi pada kewirausahaan, masa depan dan pemangku 
kepentingan, yang menggunakan proyek sebagai organisasi 
sementara, berfokus pada tugas, untuk mendefinisikan, 
mengembangkan, dan menerapkan strateginya, untuk mengubah 
struktur, budaya serta perilakunya dan untuk mendefinisikan dan 
mengembangkan produk, layanan, dan model bisnis baru yang 
merujuk pada kompetensi organisasi serta berorientasi pada 
proyek mereka, bahwa organisasi berorientasi proyek memiliki 
kompetensi tertentu yang memungkinkan mereka memenuhi 
tugas spesifik mereka (Sergeeva & Kapetanaki, 2022). 
1.3.2 Model kompetensi organisasi berorientasi proyek 

Konsep model untuk merancang organisasi berorientasi 
proyek: model kompetensi organisasi berorientasi proyek. Model 
berisi tiga dimensi yang masing-masing dapat dipisahkan menjadi 
tiga kompetensi organisasi: struktur, individu dan nilai - nilai. Model 
kompetensi didasarkan pada kompetensi organisasi yang sangat 
inovatif yang berkinerja terbaik di industrinya, dengan demikian, 
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memiliki kemampuan untuk berkembang dalam lingkungan yang 
selalu berubah (Jaccard, Bonnier, & Hellström, 2022).  

 
Tabel 1.1 : Dimensi kompetensi menurut model kompetensi 

organisasi berorientasi proyek 
Struktur Nilai Individu 
Organisasi Orientasi masa depan Kerja tim 
Perencanaan dan 
Pengendalian 

Orientasi 
kewirausahaan 

Pengembangan 
kompetensi 

Sistem TIK Orientasi pemangku 
kepentingan 

Manajemen 
pengetahuan 

 
Dimensi pertama terdiri dari kompetensi berikut ini yaitu 

organisasi, perencanaan dan pengendalian serta sistem 
TIK . Organisasi terdiri dari kompetensi organisasi tertentu untuk 
membangun struktur dan proses yang sesuai, serta integrasi 
pekerjaan proyek ke dalam lanskap manajemen dan proses kerja di 
seluruh perusahaan atau instansi. Perencanaan dan pengendalian, 
membantu mengelola dan mengendalikan proses melalui rencana 
dan strategi bisnis yang diwujudkan melalui proyek organisasi. 
Selain itu, kompetensi ini membantu mengatur pengelolaan 
perencanaan dan pengendalian di semua tingkatan hierarki dan 
area fungsional secara integratif. Ini menciptakan transparansi dan 
mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Sistem 
TIK membuat proyek bekerja seefektif dan seefisien mungkin 
melalui alat komunikasi dan informasi yang bermakna dan mudah 
digunakan (Afzal & Crawford, 2022). 

Dimensi kedua yaitu nilai yang meliputi orientasi masa 
depan, orientasi kewirausahaan dan orientasi pemangku 
kepentingan. Orientasi masa depan didefinisikan sebagai prioritas 
kesuksesan seseorang di masa depan sehubungan dengan 
kesuksesan seseorang saat ini untuk menciptakan hasil yang 
memungkinkan masa depan yang lebih baik. Untuk mencapai hal 
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ini, orang-orang dalam berbagai peran yang berkontribusi dalam 
pengelolaan proyek harus diberdayakan. Orientasi 
kewirausahaan digambarkan sebagai proses pembuatan strategi-
strategi kewirausahaan yang digunakan oleh para pembuat 
keputusan utama untuk memberlakukan tujuan organisasi 
perusahaan mereka, mempertahankan visinya, dan menciptakan 
keunggulan kompetitif. Orientasi pemangku kepentingan mengacu 
pada kerja sama antar fungsi, tingkat hierarki, dan mitra 
eksternal. Dalam hal ini, kerja sama berbagai pemangku 
kepentingan memungkinkan seseorang untuk membingkai dan 
menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan lebih cepat 
(Martinsuo & Anttila, 2022). 

Dimensi ketiga terdiri dari unsur-unsur berikut yaitu kerja 
tim, pengembangan kompetensi dan manajemen pengetahuan. 
Kerja tim mengacu pada proses belajar dan proses bekerja dalam 
proyek dan sepanjang pekerjaan proyek, yang memungkinkan 
karyawan untuk termotivasi dan terdorong, sehingga dapat dinilai 
selama pekerjaan proyek harian mereka. Pengembangan 
kompetensi membantu membangun karyawan menjadi manajer 
proyek saat ini dan masa depan. Hal ini dipromosikan dengan 
menawarkan kesempatan belajar dan lingkungan kerja yang 
kooperatif, terutama dalam hal perekrutan, pengembangan 
karyawan, uraian tugas dan penempatan staf, bersama dengan 
insentif kinerja. Selain itu, ini memerlukan sistem jalur karir yang 
berbeda, termasuk jalur manajer proyek. Manajemen akan 
mempromosikan karyawan yang akan dilihat dari perolehan, 
pertukaran, pengamanan, penyebaran dan penggunaan 
pengetahuan terkait konten dan proses tentang pekerjaan proyek 
(Nyameke & Haapasalo, 2022). 

Singkatnya, model kompetensi mengintegrasikan 
kontribusi dari disiplin manajemen yang sangat berbeda yang telah 
diterapkan di bidang proyek, seperti teori organisasi, teori 
strategis, perencanaan dan pengendalian. Ini juga 
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mengintegrasikan semua tingkatan manajemen proyek, yaitu 
proyek individu, portofolio proyek, dan organisasi berorientasi 
proyek. 
 
1.3.3 Viabilitas dan model sistem layak 

Kelangsungan hidup mengacu pada “kemampuan untuk 
hidup, tumbuh dan berkembang”, “kemampuan untuk berfungsi 
secara memadai” atau “kemampuan untuk berhasil atau 
dipertahankan”. Suatu organisasi dapat dirancang sebagai suatu 
sistem dengan pembelajaran regulasi dan kemampuan adaptif 
untuk memastikan kelangsungan hidupnya ketika menghadapi 
perubahan yang mungkin terjadi di lingkungannya, bahkan jika 
tantangan ini tidak diramalkan dalam desainnya. 

Sebagian besar pendekatan untuk merancang organisasi 
berfokus pada peningkatan proses rantai nilai tanpa memiliki 
pemahaman yang jelas tentang bagaimana mereka berinteraksi 
dengan berbagai proses organisasi. Desain organisasi perlu 
melampaui perbaikan yang terisolasi untuk menciptakan 
organisasi yang mampu menciptakan dan mengatur tujuan dan 
nilai yang diinginkan. Untuk mencapai hal ini, perlu membahas 
kelayakan organisasi sambil menyediakan kondisi struktural yang 
diperlukan dan memadai sebagai dasar untuk merancang 
kelayakan sistem.  

Semua sistem yang layak berbagi sejumlah fungsi sistemik 
yang penting, beberapa bentuk elemen operasional otonom yang 
berhubungan langsung dengan lingkungan eksternal dan 
merupakan identitas sistem, berikut penjabarannya: 
1) Sistem 1; fungsi koordinasi yang memastikan bahwa unsur-

unsur operasional bekerja sama secara harmonis. 
2) Sistem 2; mengendalikan aktivitas yang mengelola dan 

mengalokasikan sumber daya ke sistem operasional, fungsi 
audit yang memantau kinerja elemen operasional. 
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3) Sistem 3; fungsi intelijen yang mempertimbangkan sistem 
sebagai sistem strategis dan peluang yang memantau 
kinerja elemen operasional 

4) Sistem 4; fungsi identitas yang memahami tujuan organisasi 
di dunia dalam hubungannya dengan berbagai 
komponennya dan sistem lain yang mungkin menjadi 
bagiannya 

5) (Sistem 5); jika organisasi ingin tetap tampil konsisten serta 
bertahan dalam lingkungannya.  Konsekuensinya, 
organisasi harus mampu beradaptasi dengan kondisi 
sistemik aktual dan potensial dalam lingkungannya, yang 
dapat memengaruhi identitas.  
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BAB 2 
KONSEP DASAR ADMINISTRASI 
KESEHATAN  
 
Oleh Suprapto 
 

Pesatnya perkembangan globalisasi mempengaruhi 
sebagian besar bidang kehidupan, termasuk dunia kesehatan. 
Globalisasi mempengaruhi cara orang melihat dan berpikir, dan 
orang-orang menjadi lebih sadar akan kesehatan. Administrasi 
kesehatan adalah suatu usaha untuk melaksanakan kegiatan atau 
kebijakan manajemen yang dilakukan secara sistematis oleh suatu 
organisasi atau pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. 
Administrasi publik merupakan kegiatan melaksanakan kebijakan 
pemerintah berdasarkan undang-undang dan sesuai dengan 
kepentingan politik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kesehatan penting bagi kelangsungan hidup dalam 
pemerintahan peradaban sekarang, bergantung pada kemampuan 
mempertahankan dan mengembangkan serta kemampuan dalam 
memecahkan masalah kesehatan. Kebangkitan dan kejatuhan 
bangsa, kebangkitan dan kejatuhan peradaban manusia, dan 
kebangkitan dan kejatuhan bangsa di seluruh dunia tidak 
bergantung pada perang atau bencana nuklir, tetapi pada 
pemerintahan kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu, suatu 
negara ingin maju dalam bidang bidang kesehatan, mau tidak mau 
harus mengutamakan kepemimpinan dan pengembangan konsep 
administrasi serta penerapannya yang kontekstual. Saat era 
digitilasisasi administrasi karena semua keputusan yang dibuat 
saling berkaitan. Menjadi penting jika keputusan tersebut dibuat 
secara efisien dan efektif. 
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Adminitrasi merupakan rangkain proses dua orang 
berlandaskan prinsip untuk yang ingin dicapai. Administasi ialah 
keseluruhan proses organisasi dalam setiap kelompok orang yang 
bekerja sama mencapai tujuan yang diharapakan. Administrasi di 
dunia kesehatan diperlukan supaya dalam mengimplementasikan 
agenda kesehatan berjalan sesuai harapan. Administrasi pada 
hakekatnya suatu usaha untuk mencapai suatu harapan baru. 
Pelaksanaan proses kebijakan kesehatan dilakukan berdasarkan 
pada aturan dan Standar operasional Prosedur pembangunan 
kesehatan nasional. Menetapkan pengutamaan berdasarkan fakta 
dari segala informasi kemudian dianalisi dan merumuskan 
pedoman melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. 
Perencanaan sebagai bagian integral dari manajemen adalah ilmu 
dan seni sekaligus. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan 
memiliki karakteristik atau kriteria ilmiah. Sebagai ilmu, desain 
memiliki kriteria ilmiah seperti benar, jujur, terbuka dan faktual 
(Indar, 2022). Administrasi kesehatan masyarakat merupakan 
sebuah proses yang terdiri: (POACE) planning, organizing, 
actuating, controlling, dan mengevaluasi atau menilai sumber daya. 
Proses dan keterampilan guna memenuhi kebutuhan petugas 
kesehatan, perawatan dan medist dengan menyediakan berbagai 
intervensi kesehatan bagi individu, kelompok dan masyarakat 
(Alimin, 2004). 

Kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang mempelajari 
keadaan, pengaruh kesehatan, dan penyakit dalam masyarakat. 
Petugas kesehatan diwajibkan mampu menjaga situasi kesehatan 
masyarakat dengan baik. Ada 4 faktor utama mempengaruhi 
keadaan sehat manusia: perilaku, lingkungan, yankes, dan genetika. 
Pengertian kesehatan masyarakat merupakan proses yang 
dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan medis yang baik 
untuk meningkatkan kondisi kesehatan dimasyarakat (Hill and 
Hupe, 2003). 
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Menurut Azrul, (2010) mengatakan bahwa banyak orang 
yang terlibat dalam kesehatan hanya terlibat dalam tugas 
administratif, yaitu; pencatatan dan pelaporan jumlah kasus, 
jumlah obat yang dibagikan atau pekerjaan rutin di meja kas di 
ruang praktik dokter. Manajemen kesehatan adalah suatu proses 
yang merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengendalikan, 
mengkoordinasikan dan mengevaluasi sumber daya, prosedur dan 
keterampilan disediakan agar terpenuhi kebutuhan dan syarat 
kesehatan, layanan keperawatan dan lingkungan sehat dengan 
tersedianya berbagai macam kegiatan perawatan yang 
dilaksanakan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat 
elemen dasar dalam pelayanan perawatan kesehatan masyarakat; 
1. Input, sesuatu yang diperlukan agar dapat 

mengimplementasikan tugas administrasi; 
2. Proses, merupakan bagian awal wajib dilakukan agar 

tercapai tujuan yang diharapkan. Proses ini juga disebut 
fungsi manajemen. Tugas administratif biasanya menjadi 
tanggung jawab manajemen. 

3. Output, hasil dari pekerjaan administrasi kesehatan adalah 
pelayanan kesehatan, yang dibedakan atas pelayanan 
dokter dan pelayanan kesehatan masyarakat. 

4. Dampak, akibat yang ditimbulkan oleh luaran. Dampak dari 
administrasi kesehatan adalah makin meningkatnya derajat 
kesehatan. Penerapan administrasi kesehatan pada 
dasarnya tidak bermaksud mencari keuntungan. Oleh 
karena itu administrasi kesehatan sebagai sebuah ilmu yang 
dimasukkan kedalam kelompok administrasi public bukan 
administrasi niaga. 

5. Sasaran, kepada siapa upaya administrasi kesehatan 
tersebut diberikan. Administrasi kesehatan sasarannya 
adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. 
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Lingkup kegiatan pada administrasi kesehatan 
melaksanakan segala fungsi administrasi; perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian. Adapun sistem 
kesehatan merupakan suatu kumpulan dan berbagai faktor yang 
kompleks dan saling berhubungan yang terdapat pada suatu 
Negara dan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan 
tuntutan kesehatan masyarakat. Administrator kesehatan berarti 
pelaksanakan semua fungsi aministrasi dimulai; perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengorganisasian dan 
penilaian. Adaministrasi kesehatan berfungsi; perencanaan 
keuangan; organisasi, dan personel; pelaksanaan yang meliputi 
pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi, mengetahui rencana yang 
telah dibikin direalisasikan dengan baik. Banyak pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam pencapaian tujuan administrasi 
kesehatan; pemerintah, rumah sakit swasta, asuransi, dan apotek. 
Namun dalam manajemen kesehatan, layanan ini tidak hanya 
medis, tetapi juga preventif. Tingkat kesehatan yang dapat dicapai 
adalah seluruh masyarakat, maka program harus melaksanakan 
dasar kesehatan masyarakat. Jadi kalau bicara administrasi 
kesehatan, tidak bisa lepas konsep kesehatan (Hidayat, 2020). 

Menurut Winslow, (1920) berpendapat kesehatan 
masyarakat bagian dari ilmu dan seni mengendalikan penyebaran 
penyakit, bertahan hidup, dan memelihara keadaan jasmani dan 
rohani serta berfungsi melalui kegiatan masyarakat di bidang 
kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan 
pendidikan. Kebersihan pribadi, pengaturan operasi medis dan 
keperawatan, deteksi dini dan pengobatan pencegahan penyakit, 
dan pengembangan mekanisme sosial untuk memastikan bahwa 
setiap orang dalam masyarakat mencapai standar hidup yang 
memadai untuk menjaga kesehatannya. Ilmu kesehatan 
masyarakat bidang ilmu yang memilik tujuan menumbuhkan 
derajad kesehatan masyakat. Hal tersebut tidak akan tercapai jika 
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tidak didukung dengan sistem administrasi yang baik (Hetty 
Ismainar, 2015). 

Administrasi kesehatan tidak untuk kepedulian masyarakat 
saja, akan tetapi banyak hal yang perlu dilakukan dengan semangat 
kesehatan bagi masyarakat. Tugas administrasi kesehatan terkait 
dengan tujuan subsistem perawatan kesehatan: 
1. Perencanaan suatu kegiatan analisis pemahaman sistem 

penyusunan konsep dan kegiatan akan dilaksanakan agar 
mencapai tujuan yang baik. 

2. Pengorganisasian langkah menetapkan menggolongkan dan 
mengatur berbagai macam kegiatan menetapkan tugas 
pokok dan wewenang serta pendelegasian kepada staf 
dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

3. Pelaksanaan merupakan usaha dalam menciptakan iklim 
kerjasama di antara staf pelaksana kegiatan sehingga tujuan 
organisasi agar dicapai efektif dan efisien. 

4. Pengawasan dan Pengendalian proses mengamati secara 
continue dalam pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja 
yang telah tetapkan dan mengadakan perbaikan jika 
terdapat penyimpangan. 

 
Desentralisasi bidang kesehatan merupakan kejadian 

kompleks dan sulit didefinisikan dengan tepat. Indonesia 
merupakan negara yang terdesentralisasi. kabupaten/kota  
menanggung sepertiga dari anggaran pemerintah dan selebihnya 
dari anggaran pembangunan. Anggaran pendidikan, kesehatan, dan 
infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tiga 
perempat ASN bekerja di pemerintah daerah. Kenyataan ini 
membuat Indonesia negara yang lebih terdesentralisasi 
dibandingkan dengan negara OECD dan negara Asia Timur kecuali 
China. Selain itu, Indonesia sangat terdesentralisasi, pemerintahan 
dapat berfungsi jika desentralisasi dapat berjalan dengan baik. 
Seiring dengan berjalannya desentralisasi bertahap, penyampaian 
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layanan publik seperti perawatan kesehatan dan pendidikan akan 
menghadapi hambatan besar. Akibatnya, kesenjangan antara si 
kaya dan si miskin semakin lebar. Oleh karena itu, bahkan stabilitas 
ekonomi makro pun dapat terancam. Berbagai pengalaman 
dinegera lain menunjukkan betapa buruk kerangka kerja 
desentralisasi yang dibangun dapat mengakibatkan rendahnya 
pelayanan publik bidang kesehatan. Selain itu, banyak masalah 
makroekonomi sebagian dikaitkan dengan kurangnya 
desentralisasi. 

Salah satu hal yang berarti desentralisasi di Indonesia pada 
tahun 1999 merupakan desentralisasi fiskal. Secara teori, 
desentralisasi fiskal merupakan pemindahan kekuasaan buat 
mengumpulkan serta mengelola sumber energi finansial serta 
fiskal. Desentralisasi fiskal bisa dijadikan sebagai penanda 
berjalannya kebijakan desentralisasi. Sejarah telah mencatat pada 
akhir tahun 1970, Indonesia melaksanakan desentralisasi di 
kesehatan tetapi tidak selaras dengan desentralisasi fiskal. Dampak 
tidak sejalan dengan pemindahan wewenang pemerintah pusat ke 
daerah. Bagian ini mengkaji apakah kebijakan desentralisasi fiskal 
berjalan, serta berupaya menguasai prospek pembangunan 
kesehatan dalam masa desentralisasi. Desentralisasi ialah kejadian 
yang ada dilingkungan dan sulit diartikan. Pengertiannya bertabiat 
kontekstual bergantung dikonteks historis, institusional, dan 
politis. Tetapi, secara universal desentralisasi bisa didefenisikan 
pemindahan wewenag dalam perencanaan pengambilan 
keputusan, pembangkitan, dan pemanfaatan sumber energi dan 
kewenangan administrative dari pemerintah pusat ke: unit 
territorial pemerintah pusat ataupun kementrian, tingkatan 
pemerintahan yang lebih rendah, organisasi semi otonom, tubuh 
otoritas regional, organisasi nonpemerintah ataupun organisasi 
yang sukarela.  

Administrasi kesehatan bisa mengendalikan permanfaatan 
sumber, tata metode serta kesanggupan yang dipunyai dengan 
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baik, dan bisa memastikan kebutuhan serta tuntutan dengan pas, 
hingga bisa diharapkan ada upaya kesehatan yang sebaik (Prajitno, 
2007). Uraian tiga (3) manfaat administrasi kesehatan secara luas 
dapat disimpulkan administrasi kesehatan berusaha mengadakan 
dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem 
kesehatan harus segera menggunakan dan mengevaluasi kebijakan 
untuk mengatasi stigma struktural yang menghasilkan dan 
mereproduksi kesenjangan dalam kesehatan dan perawatan 
kesehatan. Meskipun arahah tidak terkait dengan peningkatan 
penerimaan perawatan terkait alkohol, penerimaan perawatan 
terkait alkohol di antara pasien transgender sebanding dengan 
pasien non-transgender yang menjanjikan (Matson et al., 2022). 
Pembangunan kesehatan bertujuan buat tingkatkan pemahaman, 
keinginan keras, serta keahlian buat hidup sehat untuk setiap 
orang dapat mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat baik 
(Suprapto dkk, 2021). 

Pemantauan lingkungan sangat penting untuk mencegah 
masalah masa depan dalam kesehatan manusia yang mungkin 
timbul dan untuk mempromosikan pembangunan masyarakat 
yang berkelanjutan. Lingkungan dalam/luar ruangan telah 
dipantau melalui kimia analitik. Teknik analisis terutama 
digunakan untuk mendeteksi kontaminan yang muncul, tetapi 
teknik ini memiliki batasan untuk penggunaannya di area analisis 
yang luas. Penginderaan jauh dapat melengkapi teknik analitik 
standar untuk analisis lingkungan dengan memperoleh 
pengukuran yang cepat, sensitif, dan terdesentralisasi untuk 
merespons skenario kontingensi dengan tepat. Bab ini menjelaskan 
penginderaan jauh dari konsep dasar hingga aplikasi inovatif 
dalam pemantauan lingkungan dan perspektif masa depan 
(Hernandez-Martinez, 2021).  

Transformasi bidang kesehatan dengan sistem informasi 
nasional, sesungguhnya dipicu oleh kebijakan yang akan 
memunculkan dampak dari sistem informasi bidang kesehatan 
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nasional yang mengalami kekurangan informasi, namun didorong 
pertumbuhan teknologi informasi yang pesat dan difusi teknologi 
bidang kesehatan (Sianturi et al., 2021). Oleh karena itu luaran 
yang diperoleh berpusat melalui penggunaan sumber data, 
adminitrasi dan kemampuannya, hingga pada administrasi 
kesehatan diketahui prinsip optimalisasi. Berikutnya sebab 
keluaran yang diharapkan merupakan yang cocok dengan 
kebutuhan serta tuntutan warga, hingga pada administrasi 
kesehatan diketahui dasar daya guna serta efisiensi. Terpenting 
bagaimana mengimplementasikan administrasi kesehatan bukan 
hanya menghasilkan luaran bukan sifatnya mendatangkan 
keuntungan, namun berdampak positif dalam rangkan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pemberdayaan 
masyarakat secara keseluruhan.  

Dampak penyelenggaraan kesehatan bertujuan 
meningkatnya derajat kesehatan. Pelaksanaan administrasi 
kesehatan pada dasarnya bukan berarti mencari keuntungan, maka 
administrasi kesehatan sebagai ilmu termasuk dalam kelompok 
administrasi publik, bukan administrasi komersial. 

Program layanan kesehatan adalah program pencegahan 
berbasis komunitas yang menyediakan layanan penyelamatan 
nyawa berbasis bukti bagi orang yang menggunakan obat-obatan 
terlarang dan keterkaitan dengan pengobatan. Program layanan 
kesehatan ada dalam administrasi kesehatan karena banyak faktor 
termasuk kurangnya kejelasan mengenai legalitasnya (Rife-
Pennington, etall, 2022). 

Administrasi mengandung unsur; terdapat orang, pedoman, 
kegiatan, kerjasama, rasionalitas dan tujuan yang ingin dicapai. 
Administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran; 
perencanaan; pengaturan; penggerakan; pengawasan dan sampai 
pada pencapaian tujuan. Agar tercapai tujuan harus memikirkan 
dahulu apa yang hendak dicapai kemudian bagaimana jalan 
mencapainya serta sarana dan prasana apa diperlukan untuk 
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mencapai tujuan tersebut serta kemampuan seseorang untuk 
menjalankannya. 

Kebijakan merupakan konsensus para pengambil 
keputusan dengan tujuan untuk mengatasi masalah atau 
pencapaian tujuan tertentu dengan nilai tertentu dan merupakan 
dasar utama untuk bertindak. Kebijakan kesehatan adalah 
pedoman untuk bertindak. Sebagai pedoman bertindak bijakan 
boleh jadi merupakan suatu hal yang amat sederhana atau 
kompleks bersifat umum atau khusus dan bersifat kualitatif atau 
kuantitatif. Administrasi sifatnya menentukan kebijakan umum 
dilakukan dengan memberi petunjuk, bimbingan, pengetahuan dan 
pengaturan yang diarahkan secara sistimatis untuk merealisasikan 
tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi dalam dunia kesehatan 
sangat diperlukan dalam pelaksanaan program kesehatan sehingga 
dapat berjalan secara efisien dan efektif. Administrasi pada 
dasarnya merupakan usaha tertentu untuk mencapai suatu tujuan. 

Teknologi sangat berperan penting dalam kegiatan 
administrasi kesehatan. Penggunaaan sistem informasi 
administrasi kesehatan sangat efektif dan efisien baik bagi pegawai 
administrasi maupun bagi masyarakat. Misalnya suatu layanan 
kesehatan yang memiliki suatu aplikasi yang dapat diakses melalui 
smartphone oleh siapa saja untuk mendaftar untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan. Dengan adanya aplikasi tersebut, 
administrasi pendaftaran bagi pasien dapat dilakukan dimana saja 
dan siapa saja yang membutuhkannya. Demikian mendaftar 
melalui aplikasi akan mengurangi jumlah antrian dalam 
pendaftaran secara manual dilayanan kesehatan tersebut. 
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BAB 3 
MANAJEMEN PELAYANAN 
KESEHATAN 
 
Oleh A Syamsinar Asmi 
 
3.1 Pendahuluan 

Perkembangan  kesehatan masyarakat sejalan dengan 
sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Bangsa bertanggung 
jawab atas upaya peningkatan  kesehatan masyarakat Indonesia. 
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur di 
pelosok tanah air. Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia adalah 
mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan mandiri 
berdasarkan gotong royong. Pengelolaan pelayanan kesehatan 
harus dimulai dengan best practice agar semua komponen 
pendukung pengelolaan pelayanan kesehatan dapat memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat (Ariga, 2020). 

 

3.2 Manajemen 
Kata manajamen berasal dari kata to manipulate yang 

artinya mengurus ada pula yang menggunakan istilah tata laksana, 
namun pada intinya bahwa pengertian manajemen ialah mengatur, 
mengurus, memimpin,membina, agar tujuan tercapai sesuai yang 
diinginkan. Menurut George Terry dalam bukunya yang berjudul 
”Principles of Management“ menyatakan bahwa manajemen 
merupakan suatu proses unik yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, menggerakkan dan pengendalian yang 
dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dalam 
mencapai tujuan dan sasaran. Namun pada intinya bahwa 
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manajemen merupakan sebuah seni yang dilihat sebagai sebuah 
keahlian, kemahiran, dan kemampuan serta keterampilan dalam 
menerpakan prinsip, metode dan tekhnik dalam menggunakan 
sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam upaya 
mencapai tujuan  (Ruyatnasih and Megawati, 2017). 

Defenisi lain tentang manajemen mengungkapkan bahwa 
manajemen merupakan pengelolaan suatu pekerjaan dengan 
menggerakkan orang lain untuk bekerja dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini dapat berupa pengelolaan 
pemerintahan, industri, pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, 
olahraga dan keilmuan.  Bahkan setiap aspek dalam kehidupan 
manusia memerlukan pengelolaan sehingga perlu adanya 
manajemen dalam setiap aspek tersebut. Dalam pengelolaan 
tersebut bukan hanya membutuhkan keahlian tetapi juga 
membutuhkan kehalian dalam memimpin dan memotivasi orang 
lain sehingga mampu bekerja dengan giat dan kreatif sehingga 
tujuan dapat tercapai secara maksimal (Herujito, 2009). 
Tahapan-tahapan dalam manajemen (Suprapto, 2009); 
a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan meliputi penentuan tujuan dan standar, 
penentuan dan prosedur, pembuatan rencana dan prediksi 
yang akan terjadi. Selain itu dalam perencanaan dilakukan 
penentuan langkah-langkah yang tepat dan cara kerja yang 
efektif dalam mencapai tujuan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 
Dalam pengorganisasian berisi tentang proses pemberian 
tugas, pengalokasian sumber daya dan pengaturan 
kegiatan secara terkoordinasi pada setiap individu dan 
kelompok. Pengorganisasian berfungsi untuk memisahkan 
masing-masing tugas kepada pihak yang berwenang, 
membentuk bagian, menetapkan tanggung jawab dan 
koordinasi kerja dalam tim. 
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c. Penyusunan Staf (Staffing) 
Penyusunan staf meliputi penentuan dan persyaratan 
personel yang dipekerjakan, merekrut dan memiliki calon 
karyawan, menentukan activity description dan 
persyaratan teknis suatu pekerjaan, penilain dan pelatihan 
dalam mengembankan kualitas dan kuantitas tim kerja. 

d. Pengarahan (Leading) 
Pengarahan merupakan proses membimbing tim kerja 
dalam melaksanakan rencana dan proses kerja dalam 
mencapai tujuan. Pengarahan ini juga memotivasi tim agar 
mampu melakukan pekerjaan, menciptakan suasana kerja 
yang nyaman dan membangun komunikasi serta 
kepercayaan yang baik dengan tim kerja. 

e. Pengawasan (Controlling) 
Pengawasan mencakup persiapan suatu standar kualitas 
dan kuantitas hasil kerja, baik bentuk jasa dan produk 
kerja. Pengawasan juga berfungsi mengukur kinerja, 
membandingkan hasil dan rencana sehingga perlu 
tindakan penyesuaian. 

 
Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan alat atau 

sarana penunjang dalam manajemen yang dikenal dengan tools. 
Tools merupakan syarat untuk mencapai hasil yang ingin dicapai 
antara lain; men, money, materials, machines, method,  dan markets 
yang dapat diuraikan sebagai berikut (Pratama, 2020); 
a. Man  

Man yang dimaksud ini adalah sumber daya manusia yakni 
karyawan/pegawai yang bekerja dalam organisasi. 
Manusia yang menjalankan proses dalam mencapai tujuan 
sehingga komponen man ini merupakan komponen utama. 

b. Money 
Money merupakan komponen penting yang tidak bsa 
diabaikan dalam proses pecapaian tujuan organisasi. 
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Money ini digunakan sebagai alat untuk membayar gaji 
pegawai dan sebagai alat yang digunakan untuk membeli 
segala keperluan dalam proses bekerja. 

c. Material 
Material terdiri dari bahan setengah jadi atau nahan jadi 
yang digunakan oleh karyawan dalam mengerjakan 
program-program yang diembannya. Material yang 
berkualitas dan dukungan karyawan yang terampil akan 
menghasilkan produk yang berkualitas pula. 

d. Machine 
Machine atau mesin yang digunakan untuk memberikan 
kemudahan dalam bekerja. Selain itu mesin juga mampu 
menghasilkan produk yang lebih besar dan efisiensi kerja.  

e. Method 
Method merupakan cara kerja yang digunakan untuk 
memperlancar kerja para karyawan/pegawai. Metode 
dapat berupa cara pelaksanaan kerja atau tugas dengan 
memberikan langkah-langkah, pertimbangan,fasilitas-
fasilitas yang sesuai dalam mengerjakan tugas. Metode 
yang baik harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang 
baik pula sehingga hasil kerja menjadi maksimal 

f. Market 
Market berkaitan dengan tempat penjualan produk jika 
yang dihasilkan adalah produk atau berupa barang namun 
jika produk berupa jasa maka marketnya adalah target 
pengguna layanan seperti pasein, atau masyarakat luas. 

 

3.3 Pelayanan Kesehatan     
Pelayanan diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk 

memberikan nilai kepada pelanggan dnegan memfasilitasi hasil 
yang ingin dicapai pelanggan tanpa adanya biaya dan risiko 
tertentu. Menurut Zeithaml et al 2017, pelayanan merupakan 
perbuatan, performa, dan proses yang disediakan oleh satu entitas 
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kepada entitas lain. Sedangkan Kotler dan Keller memberikan arti 
pelayanan sebagai suatu tindakan atau kinerja yang bisa diberikan 
kepada orang lain. Pelayanan yang lebih dikenal sebagai service 
dengan karakteristik sebagai berikut (Mustofa, Roekminiati and 
Lestari, 2019); 
a. Intangibility 

Pelayanan merupakan aktivitas yang tidak kasat mata, 
dicium, didengar, diraba, dan dirasakan sebelum penerima 
dan penyelenggara pelayanan menyelesaikan proses 
pelayanan. Meskipun tidak terlihat namun proses 
pelayanan membutuhkan lingkungan yang bersih, tata 
letak yang baik, pencahayaan yang tepat, penampilan yang 
baik seperti seragam staf yang sesuai. Bukti fisik mampu 
membantu pelayanan menjadi berkualitas. 

b. Heterogeneity/Variabelity/Inconsistency 
Pelayanan memiliki sifat variabel, heterogen, dan 
inkonsistensi sehingga pelayanan sulit distandarkan. 
Implementasi dari pelayana yaitu adanya variasi bentuk, 
kualitas, dan jenis sehingga variasi pelayanan bergantung 
pada pelaku pelaksana pelayanan, kapan dan dimana 
pelayanan diselenggarakan serta kepada siapa yang 
menjadi sasaran layanan 

c. Inseparability 
Pelayanan akan terlaksana jika pemberi layanan dan 
penerima layanan melakukannya secara bersama-sama. 
Proses pelayanan tidak dapat dipisahkan antara pemberi 
dan penerima layanan. Kualitas layanan ditentukan oleh 
pemberi layanan dan penerima layanan secara bersama, 
termasuk kesalahan dan ketidakpuasan pelayanan.  

d. Perishability 
Pelayanan harus cepat, tidak bisa ditunda, dikembalikan 
bahkan disimpan atau diulang. Setelah pelayanan diberikan 
kepada penerima, maka pelayanan tidak dapat diberikan 
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kepada yang lain. Misalnya atribut atau benda yang 
merupakan hak penerima maka tidak boleh diberikan 
kepada penerima lainnya. 

 
Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan 

kesehatan, dimana layanan kesehatan ini ditujukan kepada seluruh 
masyarakat. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh 
isntitusi kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, klinik dan 
institusi lainnya merupakan pemberi layanan publik yang tujuan 
utamanya untuk melayani masyarakat pada aspek kesehatan. 
Pelayanan publik berorientasi pada kepuasan penerima layanan 
bukan pada keuntungan agar terwujudnya derajat kesehatan 
masyarakat di seluruh pelosok negeri.  

Kesehatan merupakan sebuah hal yang sangat krusial bagi 
kehidupan manusia. Negara menjadikan kesehatan sebagai 
komponen yang sangat penting sehingga mengamanahkan setiap 
individu berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini 
telah tertuang dalam The Universal Declaration of Human Right dan 
Millenium Development Goals. Kesehatan bukan hanya sebuah 
kondisi yang bebas dari penyakit tapi juga mental dan sosial. Pada 
Undang-undang No.36 Tahun 2009 mendefenisikan tentang 
kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 
produktif secara sosial dan ekonomis. Namun beberapa ahli 
menambahkan peran dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, 
kemampuan untuk menghadapi tekanan, kesejahteraan dan aspek-
aspek lainnya (Manurung, 2021). 

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang 
diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam sebuah instansi 
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah  dan 
menyembuhkan penyakit serta memulihkan perorangan, keluarga, 
kelompok, ataupun masyarakat. Selain puskesmas, institusi 
pelayanan kesehatan yang sering digunakan adalah rumah sakit. 
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Meskipun rumah sakit dan puskesmas sama-sama memberikan 
pelayanan bagi masyarakat namun terdapat perbedaan dalam 
wilayah kerja. Puskesmas memiliki wilayah kerja sedangkan 
rumah sakit tidak demikian. Selain itu terdapat perbedaan dalam 
pelayanan yang dapat dilihat dalam aspek tempat kegiatan, jenis 
pasien, ruang lingkup pelayanan, dan sasaran pelayanan (Yani et 
al., 2021). 

Nilai-nilai dasar yang berlaku umum dalam pelayanan 
kesehatan diataranya sebagai berikut (Mustofa, Roekminiati and 
Lestari, 2019); 
a. Ketersediaan dan penyebaran sumber daya kesehatan 

seperti dokter, perawat, klinik, obat dan sumber daya non 
kesehatan seperti sumber daya sosial, ekonomi, seperti 
pendidikan, air dan persediaan makanan 

b. Pelayanan kesehatan dasar memperhatikan kepastian 
sumber daya kesehatan dan sumber daya sosial tersebar 
merata dengan memperhatikan kelompok yang paling 
membutuhkan 

c. Kesehatan merupakan unsur penting dalam upaya 
pembangunan bangsa secara menyeluruh. Faktor yang 
mempengaruhi kesehatan ialah faktor sosial, budaya, 
ekonomi, biologi dan lingkungan. 

d. Upaya meningkatkan taraf kesehatan perlu keterlibatan 
individu, keluarga, masyarakat dalam pengambilan 
tindakan perilaku kesehatan dan mewujudkan lingkungan 
yang sehat  

 

3.4 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 
Pelayanan kesehatan dasar dapat diperolah masyarakat di 

tempat layanan yang telah disiapkan oleh pemerintah yaitu 
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Puskesmas merupakan 
sebuah organisasi kesehatan fungsional dan pusat pengembangan 
kesehatan masyarakat yang bertugas untuk membina peran serta 
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msyarakat dalam memberikan pelayanan secara menyeluruh dan 
terpadu. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas 
kepada masyarakat diantaranya(Mustofa, Roekminiati and Lestari, 
2019); 
a. Pelayanan kuratif (pengobatan) 
b. Pelayanan preventif (pencegahan) 
c. Pelayanan promotif (peningkatan kesehatan) 
d. Pelayanan rehabilitatif (pemulihan kesehatan) 

 
Puskesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 
kesehatan perorangan tingkat pertama yang lebih mengutamakan 
upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas 
mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka 
mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan. prinsip 
penyelenggaraan puskesmas diantaranya (Anita, Febriawati and 
Yandrizal, 2019); 

a. Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan 
untuk berkominten dalam upaya mencegah dan 
mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, 
keluarga, kelompok dan masyarakat 

b. Puskesmas bertanggungjawab dan menggerakkan 
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 

c. Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi 
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat 

d. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 
mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat di wilayah 
kerjanya tanpa membedakan status sosial ekonomi, 
budaya, dan agama 

e. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan dengan 
menggunakan tekhnologi tepat guna sesuai dengan 
kebutuhan yang tidak merugikan lingkungan 
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f. Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 
penyeleggaraan UKM dan UKP dalam melakukan sistem 
rujukan puskesmas. 

 
Pelayanan yang diberikan oleh puskesmas harus adil dan 

merata dengan tidak membedakan jenis kelamin, golongan umur, 
ras, agama dan lainnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan 
puskesmas merupakan layanan yang disiapkan oleh pemerintah 
untuk menjamin, mendidik, mengembangkan pola hidup sehat 
masyarakat (Mustofa, Roekminiati and Lestari, 2019).   

Filsafat dan prinsip layanan kesehatan dasar dalam 
pengaturan strategi berdasarkan Australia Capial Territory (Anita, 
Febriawati and Yandrizal, 2019);  
a. Melakukan perencanaan sistem, informasi kesehatan 

dalam mendorong penyediaan layanan 
b. Melakukan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat 
c. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan individu 

tentang kesehatan dan pencegahan penyakit 
d. Kejasama lintas sektor 

 
Puskesmas sebagai sentra layanan primer yang berada 

ditengah-tengah masyarakat perlu melakukan manajemen 
teritegrasi agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal. 
Hal ini juga perlu didukung dengan sumber daya manusia 
kesehatan yang mumpuni dan kemampuan manajerial para 
pemangku kebijakan kesehatan.  
 

3.5 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit  
Manajemen rumah sakit merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. 
Sumber daya yang baik sangat dibutuhkan dalam upaya 
memberikan mutu pelayanan yang sesuai standar. Pelayanan 
rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya untuk memenuhi 
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kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan. Pelayanan rumah sakit 
berfungsi untuk memberika pelayanan kesehatan secara 
menyeluruh dan terpadu dalam upaya meningkatkan kesehatan, 
pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemuihan 
kesehatan yang bermutu dan terjangkau (Calundu, 2018). 

Rumah sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 
inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 fungsi rumah sakit 
antara lain (Yani et al., 2021); 
a. Menyelenggarakan layanan pengobatan dan pemulihan 

kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit 
b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan 

melalui pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan 
medis 

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya 
manusia dalam upaya peningkatan kemampuan dalam 
layanan kesehatan 

d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta 
seleksi teknologi bidang kesehatan dalam upaya 
peningkatan layanan kesehatan dengan 
mempertimbangkan etika dan ilmu pengetahuan. 

 
Dengan mengacu pada tahapan manajemen maka rumah 

sakit perlu melakukan perencanaan baik bulanan, tahunan maupun 
dalam jangka panjang yang harus sesuai dengan visi-misi rumah 
sakit. selanjutnya dilakukan pengorganisasian dan penyusunan 
staf. Penempatan sumber daya manusia harus sesuai antara 
kompetensi dan kualifikasi dengan bidang kerja yang diberikan. 
Pemberian pendidikan dan pelatihan juga menjadi penting sebagai 
upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja di rumah sakit agar 
menjadi tenaga yang profesional. 
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Kepemipinan rumah sakit menjadi salah satu komponen 
penting dalam upaya manajemen. Pimpinan merupakan panutan, 
teladan dan contoh bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah 
sakit. pimpinan berkewajiban memberikan arahan, kritik dan saran 
sebagai upaya perbaikan dan peningkatan layanan. Pemimpin juga 
berkewajiban memberikan motivasi kepada para tenaga kesehatan 
baik berupa motivasi non material dan material sebagai upaya 
peningkatan kinerja para tenaga kesehatan. 

Untuk menjaga layanan rumah sakit tetap berkualitas maka 
diperlukan sebuah manajemen rumah sakit yang memadai agar 
tujuan tercapai dan masyarakat sebagai pengguna layanan 
merasakan kepuasan sehingga derajat kesehatan masyarakat 
semakin meningkat. Maka dari itu pelayanan di rumah sakit perlu 
melakukan peayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
meliputi rawat inap, rawat jalan, dan gaat darurat.  Setiap rumah 
sakit wajib memiliki izin operasional. Pembinaan dan pengawasan 
nontkhnis rumah sakit harus melibatkan unsur masyarakat yang 
dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengasawan 
internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit, sedangkan 
pembinaan dan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh 
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Yani et al., 2021).  

Disampin itu, pengelolaan rumah sakit merupakan sebuh 
unsur yang penting untuk mendapatkan perhatian. Keseragaman 
pendangan diantara pendukung rumah sakit, baik pengurus 
yayasan, direksu dan para dokter, rumah sakit semakin hari akan 
mendapatkan masalah yang seirus sehingga perlu peningkatan 
prinsip-prinsip manajemen yang sesuai atau sesuai dengan 
penerapan Hospital Administration. 

Pada intinya bahwa setiap intitusi pelayanan kesehatan 
perlu melakukan manajemen yang baik agar kualitas pelayanan 
juga meningkat. Dengan demikian kepuasan masyarakat akan 
meningkat pula. 
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BAB 4 
MANAJEMEN LINGKUNGAN 
 
Oleh Musiana 
 
4.1 Pendahuluan 

Manajemen sangat penting dalam melaksanakan berbagai 
kegiatan atau aktivitas dalam sebuah organisasi, selain organisasi 
lingkungan juga perlu di kelola, diatur dengan baik. Manajemen 
lingkungan sangat penting sebagai sekumpulan aktivitas dalam 
merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber 
daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan dari 
kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan.  

Manajemen lingkungan  akan meningkatkan 
pengelolaan lingkungan yaitu dengan menyatukan, atau 
menggabungkan antara ekologi, pembuatan kebijakan, 
perencanaan dan pengembangan sosial dan hal lain yang juga 
berkaitan.  

Manajemen lingkungan baik internal maupun external 
dapat terlaksana dengan baik jika  aspek-aspek yang penting saling 
mendukung dan saling bekerja sama, seperti pemerintah, 
masyarakat, organisasi/industry dll. 

 

4.2 Pengertian Manajemen dan Manajemen 
Lingkungan 

Kata Manajemen memiliki defenisi yang luas dan mencakup 
semua bidang kehidupan, setiap pelaksaan kegiatan manajemen 
sangat dibutuhkan, oleh karena itu manajemen secara umum,  
merupakan suatu seni dan ilmu dalam mengelola atau mengatur 
suatu organisasi seperti menyusun perencanaan, membangun 
organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta 
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pengendalian atau pengawasan, sehingga kegiatan atau aktivitas  
dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Selain itu juga manajemen dimaknai suatu alat, strategi dan 
juga sebagai sistem yang berfungsi untuk mencapai tujuan melalui 
hasil kerja dan aktivitas dari orang lain.  

Dalam bahasa inggris manajemen berasal dari kata kerja “to 
manage” yg dalam bahasa indonesia berarti mengurus, 
mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina dan 
memimpin.  

Kata manajemen juga berasal dari bahasa latin yaitu dari 
asal kata mantis yg berarti tangan dan agere yg berarti melakukan.  
Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yg berarti 
menangani.  

Berdasarkan pendapat dari para ahli dibidang ilmu 
manajemen, akar katanya dari bahasa latin yaitu “mano” berarti 
tangan, menjadi manus artinya bekerja berhati-hati dengan 
mempergunakan tangan dan “agere” artinya melakukan sesuatu, 
sehingga menjadi “managiare” yg berarti melakukan sesuatu 
berkali-kali dengan mempergunakan tangan-tangan manusia.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
Manajemen adalah “penggunaan sumber daya secara efektif untuk 
mencapai sasaran” atau “pimpinan yang bertanggung jawab atas 
jalannya perusaahaan dan organisasi. 

Sedangkan  pengertian manajemen menurut beberapa para 
ahli dapat di lihat di bawah ini :  
 Mary Parker Follet : Manajemen adalah suatu seni, karena 

untuk melakukan suatu pekerjaan  melalui orang lain 
dibutuhkan keterampilan khusus.  

 James AF Stoner, Manajemen adalah suatu proses 
perencanaan, pengorgansasian, kepemimpinan, dan 
pengendalian upaya dari anggota organisasi serta 
penggunaan sumua sumber daya yang ada pada organisasi 
untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 
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sebelumnya, pengendalian dan pembuatan keputusan di 
perusahaan atau organisasi sejenis. 

 Assauri manajemen adalah kegiatan atau usaha yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan dengan mengguanakan 
atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. 

 Massie dan Douglas manajemen adalah suatu proses saat 
suatu kelompok orang bekerja sama mengarahkan orang 
lainnya untuk bekerja mencapai tujuan yang sama.  

 Scanlan dan Key, manajemen merupakan proses 
pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber, baik 
manusia, fasilitas, maupun sumber daya teknikal lain untuk 
mencapai tujuan khusus yang ditetapkan.  

 
Sedangkan defenisi dari Manajemen lingkungan terdiri dari 

dua akar kata yaitu Manajemen dan lingkungan. Manajemen adalah 
kerjasama antara dua orang atau lebih melalui serangkaian 
kegiatan yang komprehensif untuk mencapai tujuan. Sedangkan 
Lingkungan itu sendiri dapat di maknai secara umum sebagai 
segala sesuatu yang berasal dari luar atau berada diluar diri 
manusia yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia. 

Pengertian lingkungan menurut Robbins & Coulter adalah 
lingkungan merujuk pada lembaga dan kekuatan yang berada 
diluar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi 
kinerja organisasi itu. Hal ini menunjukan bahwa lingkungan luar 
organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap linkgungan yang 
berasal dari  dalam organisasi tersebut. 

Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua lignkungan 
internal dan ekternal, lingkungan langsung dan tidak langsung. 
Serta lingkungan makro dan lingkungan mikro.  

Sedangkan lingkungan eksternal (external environment), di 
bagi lagi menjadi lingkungan eksternal yang bersifat langsung 
(direct) dan bersifat umum (general environment)  dan lingkungan 
internal (internal environment). 
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4.3 Macam-macam Lingkungan yang 
Mempengaruhi Kegiatan Manajemen 

Setiap organisasi, yang ada baik organisasi yang berukuran 
besar, sedang maupun kecil akan selalu bekerja sama dan saling 
berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagaimana kita ketahui 
bahwa setiap Lingkungan akan selalu mengalami berbagai 
perubahan sehingga setiap organisasipun harus berusaha 
sedemikian rupa untuk dapat bertahan hidup dan berkembang 
lebih maju. Organisasi yg mampu bertahan adalah organisasi yang 
dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan 
dilingkungannya. Sedangkan Bagi organisasi yang tidak mampu 
bersaing, beradaptasi dan tidak memperhatikan akan perubahan 
ataupun perkembangan lingkungannya maka organisasi tersebut 
akan mengalami masa kemunduran, kebngkrutan ataupun 
kehancuran. 

Lingkungan organisasi harus di kelola dan diatur dengan 
baik sebab lingkungan organisasi memiliki kekuatan yang mampu 
mempengaruhi, baik berpengaruh secara langsung maupun tidak 
langsung.  

Menurut pendapat Robbin dan Coulter, dalam bukunya 
Amirulah, menjelaskan bahwa lingkungan adalah lembaga-
lembaga atau kesatuan kekuatan-kekuatan yang berada di luar 
organisasi dan secara potensial berpengaruh terhadap kinerja 
organisasi.  

Adapun pembagian lingkungan terdiri dari lingkungan luar 
atau eksternal dan lingkungan dalam atau internal organisasi, 
sering juga disebut dengan  lingkungan besar atau makro dan 
lingkungan kecil atau mikro, dan lingkungan tidak langsung atau 
lingkungan langsung. 

Dalam pembahasan ini akan di jelaskan tentang lingkungan 
iternal dan external, sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Purwanto, bahwa ada pendapat ilmuwan yang 
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membagi manajemen lingkungan ke dalam dua faktor yaitu: faktor 
internal dan eksternal.  
4.3.1 Lingkungan internal  

Lingkungan yang berasal dari dalam atau disebut dengan  
internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang 
mempengaruhi organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Pihak 
yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. agar 
lingkungan internalnya baik maka perlunya manajemen yang baik 
pula dalam mengatur dan mengelolanya.  

Ada beberapa faktor yang sangat mendukung Lingkungan 
internal yang terdiri dari tim manajmen, pemegang saham dan 
modal. pemilik (swasta), dewan direksi, karyawan dan lingkungan 
kerja fisik. 
 Tim Manajemen (board of managers or directors) 

Dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas atau usaha 
dalam suatu organisasi maka diperlukan koordinasi atau 
pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Maka 
tim manajemen sangat penting Untuk bekerja sama 
mencapai tujuan organisasi  

 Pemegang saham, Pada sebuah perusahaan publik yang 
besar, para pemegang saham adalah mereka yang memiliki 
kemampuan dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan 
atau keputusan melalui hak suara pada pertemuan-
pertemuan besar seperti rapat umum para pemegang 
saham.  

 Modal. Modal merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Setiap 
organisasi membutuhkan modal yang besar atau cukur 
untuk kelangsungan hidup organisasinya. Untuk organisasi 
yang telah go public modal dapat diperoleh dari para 
penanam saham.  

 Pemilik orgnaisasi (owners), Pemilik adalah mereka yang 
memiliki hak hukum terhadap bisnis atau organisasi tersebut. 
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Pemilik juga merupakan seseorang yang mendirikan 
organisasi tersebut, sekalipun organisasi kecil atau 
mempunyai bisnis kecil. patner yang secara bersama-sama 
memiliki bisnis, investor yang membeli saham-saham dalam 
suatu perusahaan.  
Para pemilik adalah mereka yang memiliki perusahaan, 
organisasi ataupun bisnis tertentu. Dan secara hukum mereka 
dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, 
gagasan/ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya yang 
dinyatakan sebagai pemilik organisasi.  

 Dewan Direksi. Dalam suatu perusahan atau organisasi akan 
memilih Dewan direksi dan akan diberikan tanggungjawab 
untuk mengawasi atau mengontrol manajemen 
organisasi/perusahaan tersebut secara umum dan juga dapat 
memastikan bahwa : organisasi/perusahaan tersebut telah 
dijalankan dan dikembangkan dengan cara yang paling baik. 
Serta mampu memberikan kepuasan kepada semua anggota 
organisasi. 

 Para Anggota/Para Pekerja/Karyawan. (Employees) 
Organisasi akan berjalan dengan lancar apabila anggota 
organisasnya dapat bekerja dan melaksankan tugas yg 
diberikan dnegan baik. Anggota atau Karyawan organisasi 
merupakan bagian atau elemen utama dari lingkungan internal. 
Sebagai seorang pimpinan atau manajer harus mampu  
menjalan tugasnya dengan baik dan bijaksana, manajer harus 
memperhatikan akan setiap perubahan yang terjadi didalam 
lingkungannya baik perubahan perilaku, sifat dan semangat 
kerja karyawannya yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor 
yakni gender, etnis, umur dan faktor lain.  
Karyawan atau anggota organisasi harus mendapat lebih 
banyak kebebasan untuk melakukan pekerjaan mereka.  
Semakin berkembangnya organisasi maka karyawan dituntut 
untuk lebih meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya. 
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Dalam penempatan kerja harus sesuai dengan keahlian dan 
bidang ilmunya, kadangkala suatu posisi dalam organisasi 
menghendaki klasifikasi pendidikan tertentu, 
seperti programer komputer mensyaratkan karyawanya untuk 
menguasai soft ware terbaru mengikuti perkembangan 
teknologi atau IT, sehingga mampu melaksanakan pekerjaan 
dengan baik.  

 Lingkungan kerja fisik. (Physical work environment): 
Lingkungan fisik dalam suatu organisasi tidak kalah 
pentingnya, lingkungan kerja meliputi fasilitas yang ada seperti 
sarana dan prasarana diantaranya gedung-gedung, fasilitas 
kerja yang dipergunkan dalam melakukan pekerjaan, serta 
pengaturan ruang-ruang kerja yang sangat memungkinkan 
karyawan dapat bekerja dengan baik.  
Pengaturan ruang yang lebih terbuka penting untuk karyawan 
atau orang-orang bekerja di ruang yang lebih besar, dan 
berpindah antar meja yang berbeda untuk melakukan interaksi 
dengan orang yang berbeda pekerjaannya. Perangkat 
komputer harus disediakan bagi karyawan yang membutuhkan 
dalam melakukan pekerjaannya. 
Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi 
modal suatu organisasi. 
 

4.3.2 Lingkungan Eksternal (external environment) 
Lingkungan internal dan ekternal harus saling mendukung, 

manajemennya, Lingkungan eksternal adalah lingkungan di luar 
organisasi atau segala sesuatu di luar batasan organisasi yang 
mungkin mempengaruhinya.  

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada 
di luar dan mempunyai pengaruh pada organisasi. Lingkungan 
eksternal ini seperti dimensi ekonomi, dimensi teknologi, dimensi 
sosial budaya, dan dimensi politik hukum.  
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Dimensi Ekonomi. Bagi sebuah perusahaan, bisnis atau 
organisasi, ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar 
untuk pertumbuhan, kemajuan  dan perkembangannya. Faktor 
ekonomi sangat penting dan perlu diperhatikan antara lain 
bagaimana agar kesehatan perekonomian dalam sebuah organisasi 
dapar beroperasi dengan baik, memperhatikan tingkat inflansi 
yang terjadi, tingkat suku bunga dan juga seberapa besar  tingkat 
pengangguran. 

Dimensi teknologi. Di era yang  moderen, teknologi 
semakin berkembang dan maju, pekerjaan saat ini sangat 
membutuhkan kecanggihan teknologi. Teknologi yang diterapkan 
dalam suatu organisasi atau perisahaan baik dari segi bentuk dan 
ketersediaan teknologi tersebut berasal dari lingkungan eksternal. 
Teknologi ini berubah dengan begitu cepat dan luar biasa. 
Kecepatan perubahan dan kompleksitas yang melibatkan 
komputer dan teknologi informasi. 

Dimensi sosial budaya. Dimensi sosial budaya meliputi  
kebiasaan atau tradisi disebut juga adat, nilai dan karakteristik 
demografi masyarakat di mana organisasi berfungsi. Proses sosial 
budaya ini penting untuk menentukan produk, jasa, dan standar 
tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Disamping itu faktor 
sosial budaya juga dapat mempengaruhi perasaan karyawan 
terhadap pekerjaan mereka. Perbedaan budaya tidak boleh 
mempengaruhi 

Dimensi politik-hukum. Dimensi ini penting karena 
pertama sistem hukum mengatur apa yang dapat dan apa yang 
tidak dapat dilakukan oleh organisasi, Kedua pro dan kontra bisnis 
dalam pemerintahan mempengaruhi aktivitas bisnis; Ketiga 
stabilitas politik dapat mempengaruhi suatu perencanaan. 

Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan 
senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-
lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro 
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perusahaan dan lingkungan  yang  tidak terkait langsung atau 
lingkungan makro perusahaan.  

 
4.3.3 Lingkungan Mikro,  

Lingkungan Mikro adalah terdiri dari pelanggan (customer), 
pesaing (competitior), pemasok (supplier), dan partner strategis 
(strategic partner).  
 Pelanggan (customers), Para pelanggan atau konsumen 

adalah orang-orang yang secara langsung telah 
menggunakan, memanfaatkan, dan juga mengajukan 
permintaan atas kebutuhan baik barang atau jasa yang 
ditawarkan oleh organisasi.  
Dapat pula dikatakan bahwa para pengguna jasa merupakan 
salah satu alasan yang kuat mengapa sebuah organisasi 
perusahaan berdiri dan beroperasi para pelanggan inilah 
sumber pendapatan organisasi. organisasi perlu memahami 
para pelanggan, karena setiap pelanggan memiliki 
karakteristiknya masing-masing.  Pelanggan individu akan 
sangat berbeda dengan pelanggan institusi misalnya. Disisi 
lain organisasi juga perlu memahami bahwa pelanggan kelas 
menengah barang kali prilakunya juga berbeda dengan 
pelanggan kelas bawah dan seterusnya. 

 Pesaing/competitior, adalah organisasi yang juga 
menjalankan bisnis yang sama dengan bisnis yang kita 
jalankan. Karena kesmaan bisnis yang dijalankan, maka para 
pesaing bisa menjadi tantangan dan juga sekaligus menjadi 
ancaman yang dihadapi oleh organisasi atau bisnis dalam 
meraih para  pelanggan. Jika pelanggan merasa lebih tertarik 
untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya 
dari para pesaing, maka pelanggan tidak akan menggunakan 
dari organisasi kita. Dan sebaliknya ,jika kenyataan tersebut 
secara terus-menerus dan terus berkelanjutan dalam jangka 
waktu yang cukup lama , maka dapat dipastikan bahwa 
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organisasi atau bisnis kita akan terancam bubar atau 
bangkrut karena tidak bisa lagi bertahan dan menjalankan 
fungsi bisnisnya dengan baik. 
Dengan kenyataan seperti ini, maka organisasi harus pandai 
dalam manajemen bisnisnya, harus memiliki strategi bersaing 
yang handal dan juga perlu mempelajari kemampuan dari 
pesaingnya.  
Organisasi harus mempelajari apa yang menyebabkan pesaing 
lebih baik dan lebih maju dari organisasi atau bisnis kita, maka 
perlu mencaritahu apa yang di ditawarkan oleh pesaing kepada 
pelanggan, berapa harga yang diberikan, apa ada kelebihan yang 
dimiliki pwsaing dibandingkan dengan kita, hal ini menjadi 
sesuatu yang harus juga dipahami oleh semua organisasi bisnis 
yang ada. Sehingga mamapu bersaing dan mampu bertahan di 
lingkungan bisnis. Namun dmeikina dnegan adanya para 
pesaing akan memberikan dampak positifnya juga bagi para 
pembisnis, karena akan memotivasi atau mendorong organisasi 
bisnis untuk lebih memperbaiki kualitasnya dari waktu kewaktu 
sehingga dapat diterima dan menarik minat para pelanggan 
untuk menggunakan layanan kita baik barang maupun jasa. 

 Pemasok (Supplier),  adalah pihak yang secara langsung 
berhubungan dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, 
bagi organisasi bisnis yang khusus melakukan kegiatan 
produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. 
Misalkan Sebuah perusahaan tas kulit sangat tergantung 
sekali dengan para pemasok bahan baku tas, dari mulai 
pemasok kulit, lem, benang, dan bahan lainnya yang 
mendkung. Ketergantungan ini tidak saja dilihat dari sisi 
bahan bakunya, tetapi juga dari harga yang ditawarkannya. 
Jika harga bahan baku yang ditawarkan mahal, maka hal 
tersebut akan berdampak pada jumlah biaya produksi yang 
menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga yang akan ditawarkan 
kepada para pelanggan cenderung akan lebih tinggi atau 
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mahal pula. Kenyataan ini pada umumnya justru akan 
merugikan perusahaan jika harus bersaing dengan para 
pesaing. Harga yang mahal untuk barang yang bersifat 
umum dan menyangkut hajat orang banyak cenderung 
dihindari oleh para pelanggan. 

 Partner  Strategis (Strategic Partner),  adalah perusahaan 
lain yang menjalankan bisnis namun berbeda dengan 
perusahaan kita, tetapi bisa menjadi mitra kita dalam 
menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah 
pihak.  
Misalnya, untuk bisnis jualan mi ayam, maka yang akan 
menjadi partner strategis adalah penjual teh botol. Jadi saat 
kita menjual bakso kita, patner kita juga akan menjual 
minman mereka yaitu teh botol. 
 

4.3.4 Lingkungan Makro  
Setelah membahas lingkungan mikro atau yang lebih kecil 

selanjutnya tentang lingkungan makro atau lingkungan yang lebih 
luas yang terdiri dari:  
 Regulator, regulator yaitu suatu aturan yang disusun dalam 

mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, 
Regulator juga merupakan orang-orang yang mempunyai 
kepentingan dalam menciptakan suasana atau keadaan 
dalam kegiatan bisnis yang adil dan aman bagi semua pihak . 
aturan-aturan yang dibuat perlu disepakati oleh semua 
pihak di masyarakat dan dijalankan oleh semua masyarakat 
dengan benar dan konsisten terhadap aturan tersebut.  
Regulator tersebut dapat berasal dari  pemerintah, ataupun 
institusi dan juga lembaga yang telah disepakati untuk 
dibentuk, dnegan tujuan  sebagaimana yang sudah 
dijelaskan tersebut. 

 Pemerintah (Government), pemerintah yaitu organisasi 
yang mempunyai kewenangan atau kebijakan dalam 
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mengatur  individu atau orang-orang yang memiliki 
kesaman karakteristik, baik kesamaan geografis, kultur, 
agama ataupun keadaan sosial di suatu wilayah. 
Pemerintah merupakan pihak yang secara legitimasi politik 
di suatu Negara tertentu, diangkat dan bertugas untuk dapat 
mewujudkan masyarakat kearah yang lebih baik dalam 
pembangunan di segala bidang.  
Pemerintah selalu dituntut untuk melakukan kegiatan-
kegiatan yang proaktif, mulai dari pengambilan dan 
pemberian kebijakan, penentuan/penetapan aturan-aturan, 
sampai pada bagimana upaya-upaya yang dilakukan dalam 
mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai masalah yang 
ditemukan atau yang terjadi di masyarakat. Sehingga dapat 
mewujudkan masyarakat yang lebih baik di segala bidang 
kehidupan, baik material maupun spiritual. 

 Masyarakat Umum (Society), Masyarakat umum adalah 
sekumpulan individu atau orang yang hidup suatu 
dilingkugan yang senantiasa bekerjasama, melakukan 
kepentigan bersama dan juga memiliki norma-norma dan 
juga adat atau tradisi dalam lingkungan hidupnya. 
Kelompok masyarakat ini dapat menjadi peluang sekaligus 
menjadi tantangan jika keadaan atau kondisi dan situasi di 
masa yang akan datang berubah. Kelompok masyarakat 
tersebut akan menjadi kelompok masyarakat yang dijadikan 
sasaran untuk perluasan pasar dan sebagainya. 

 Lingkungan Internasional (Internasional Environment), 
Lingkungan internasional yaitu lingkungan yang lebih besar, 
lebih luas dari sebuah negara yang dalam kegiatannya dapat 
memengaruhi kegiatan organisasi atau perusahaan, 
terutama jika perusahaan tersebut melakukan kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan bisnis internasional,  
yaitu kegiatan bisnis atau  transaksi dalam bisnis yang 
melibatkan lebih dari satu negara.  
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Lingkungan internasional  juga dapat menjadi peluang dan 
sekaligus menjadi tantangan atau ancaman bagi perusahaan 
dalam menjalankan bisnisnya. Lingkungan internasional 
dapat menjadi tantangan dan ancaman karena kegiatan 
bisnis internasional juga melibatkan para pesaing di luar 
negara yang mungkin melakukan kegiatan bisnis yang juga 
sama dengan perusahaan yang ada di negara kita, sehingga 
persaingan semakin ketat dalam mendapatkan pelanggan 
baik di dalam negara maupun di luar Negara, sehingga butuh 
perjuangan besar, manajemen yang baik dan 
keahlian/kemampuan yang profesional. 

 

4.4 Fungsi Manajemen Lingkungan  
Fungsi Manajemen berperan sangat penting untuk 

mengefisienkan unsur-unsur manajemen, yaitu mulai dari man 
atau manusia/orang, money/uang, alat/means, barang, 
mesin/machine dan sebagainya.  

Terdapat empat fungsi manajemen yang sering disingkat 
dengan POAC, yaitu : perencanaan (Planning), Pengorganisasian 
(Organizing), pergerakan (Actuating) dan pengontrolan 
(Controlling). Banyak fungsi manajemen lainnya menurut para 
ilmuwan yang dapat di pelajari. 

Dengan mengefisiensikan fungsi manajemen dalam  
Manajemen lingkungan akan akan memberikan manfaat atau 
keuntungan besar bagi perusahan, organisasi dan masyarakat luas, 
diantaranya adalah :  
a.  Memperbaiki lingkungan kerja dan mengurangi resiko kerja 

dengan pengelolaan yang baik, 
b. perusahaan/organisasi harus menghemat biaya dengan 

mengelola keuangan organisasi dnegan baik,  
c.   Mengelola Penggunaan energi dan bahan dengan baik, 
d.  Mengurangi biaya distribusi,  
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e.  Memenuhi keinginan para stakeholder/pihak yang memiliki 
kepentingan,  

f.  organisasi perlu memastikan kepatuhan baik di lingkungan 
internal maupun external terhadap hukum, peraturan, ataupun 
kaidah yang dianut, 

g.  Memberi kesan yang baik (image) perusahaan, 
h.  Merefleksikan kembali komitmen dan loyalitas  perusahaan 

terhadap prinsip global. 
 
Fungsi manajemen lingkungan akan memberi dampak yang 

besar membawa lingkungan orgnisasi menjadi semakin baik 
apabila di kelola dan di atur dengan manajemen yang baik. 
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BAB 5 
MENGELOLA BUDAYA ORGANISASI 
 
Oleh Ramli  
 
5.1 Pengertian Budaya Organisasi 

 Sejak lahir manusia akan selalu bersentuhan dengan 
organisasi mulai dari keluarga, tingkat rukun tetangga, rukun 
warga, masyarakat, Pendidikan pemerintahan, public sampai 
organisasi tingkat dunia, sehingga keberadaan organisasi pada 
dasarnya memang diciptakan sebagai wadah penting untuk 
manusia memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Melalui kegiatan 
organisasi, terdapat hal berguna yang bisa didapatkan apabila 
organisasi tersebut bersinergi dengan baik (Prabu Aji et.al, 2022) 

 Penggunaan istilah budaya organisasi dengan mengacu 
pada budaya yang berlaku dalam perusahaan/Institusi, karena 
pada umumnya perusahaan itu dalam bentuk organisasi, yaitu 
kerja sama antara beberapa orang yang membentuk kelompok 
atau satuan kerja sama tersendiri. 

 Kilmann dkk (1988) mengatakan bahwa Budaya organisasi 
dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai (values), 
keyakinan-keyakinan (betiefs), asumsi-asumsi (assumptions) atau 
norma-norma yang telah lama berlaku disepakati dan diikuti oleh 
para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan 
pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi 
juga disebut budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau 
norma-norma yang telah relatif lama berlakunya, dianut bersama 
oleh para anggota organisasi (karÿawan/pegawai) sebagai norma 
perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi 
(perusahaan). Dalamn budaya organisasi, terjadi sosialisasi nilai-
nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai 
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orang per orang di dalam organisasi. Dengan demikian, maka 
budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para 
anggota organisasi (Sutrisno H.E, 2018) 

 Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang 
tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu 
organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, 
tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang 
berlaku di dalam organisasinya. Apalagi bila ia sebagai orang baru 
supaya dapat diterima oleh lingkungan tempat bekerja, ia berusaha 
mempelajari apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan, apa yang 
baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah; dan 
apa yang harus dilakukan dan apa yang lidak boleh dilakukan di 
dalam organisasi tempat bekerja itu. Jadi, budaya organisasi 
mensosialisasikan dan menginternalisasi pada para anggota 
organisasi (Sutrisno H.E, 2018). 
Pengertian Budaya Organisasi menurut Para Ahli : 
1. Susanto 

Penafsiran budaya organisasi bagi susanto yakni nilai- 
nilai yang jadi pedoman sumber energi manusia buat 
mengalami kasus eksternal serta usaha penyesuaian 
integrasi ke dalam industri sehingga tiap- tiap anggota 
organisasi wajib menguasai nilai-nilai yang terdapat serta 
sebagaimana mereka wajib bertingkah laku ataupun 
berperilaku. 

2. Lathans (1998) 
Budaya organisasi bagi Lathans (1998) yakni norma- 

norma serta nilai-nilai yang memusatkan sikap anggota 
organisasi. Tiap anggota organisasi hendak berperilaku 
cocok dengan budaya yang berlaku supaya diterima oleh 
lingkungannya (Anams.id, 2022) 

3. Schein 
Definisi budaya organisasi menurut seorang ahli sosiologi 

Schein, pengertian budaya organisasi adalah sebuah pola 
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dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakam atau 
dikembangkan oleh sebuah kelompok dengan tujuan agar 
organisasi belajar mengatasi dan menganggulangi masalah-
masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi 
internal yang sudah berjalan dengan cukup baik. Dengan 
begitu, budaya organisasi harus diajarkan kepada semua 
anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, 
memikirkan, dan merasakan berkenaan dengan masalah-
masalah tersebut (Hadijaya, 2020). 
 

5.2 Konsep Budaya Organisasi 
 Seorang antropolog, E.B. Taylor (1871) dalam (Ramli, 

2021) Mendefinisikan “Kebudayaan adalah kompleks yang 
meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat 
istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh 
manusia sebagai anggota masyarakat.” sedangkan 
Koentjaraningrat menjelaskan bahwa “kebudayaan adalah 
keseluruhan tingkah laku dan hasil tingkah laku manusia yang 
diatur oleh kode etik yang harus diperoleh dengan belajar dan 
kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.”  

 Dari kedua defenisi tersebut, Taylor menjelaskan 
tentang unsur kebudayaan, sedangkan Koentjaraningrat 
menjelaskan tentang aspek budaya (Ramli et al, 2022) 

 Budaya merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama 
yang dipengang oleh anggota-anggota suatu organisasi, yang 
membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Sistem 
pengamatan bersama ini, dalam pengamatan yang lebih seksama, 
merupakan serangkaian karakter penting yang menjadi nilai bagi 
suatu organisasi. Penelitian terakhir menyatakan bahwa terdapat 
tujuh karakter utama, yang kesemuanya menjadi eleman-elemen 
penting suatu budaya organisasi yaitu: 
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1. Inovasi dan Pengambilan Resiko  
Tingkat daya pendorong karyawan untuk bersikap inovatif 
dan berani mengambil resiko.  

2. Perhatian terhadap detail  
Tingkat tuntutan terhadap karyawan untuk mampu 
memperlihatkan ketepatan, analisis dan perhatian 
terhadap detail.  

3. Orientasi terhadap hasil  
Tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk memilih 
memusatkan perhatian pada hasil, dibandingkan perhatian 
pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil 
tersebut.  

4. Orientasi Terhadap Individu  
Tingkat kepuasan manajemen dalam mempertimbangkan 
efek-efek hasil terhadap individu yang ada didalam 
organisasi.  

5. Orientasi Terhadap Tim 
 Tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur secara tim bukan 
secara perorangan.  

6. Agresivitas  
Tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar berlaku 
agresif dan bersaing, dan tidak bersikap santai.  

7. Stabilitas  
Tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam 
mempertahankan status qou berbanding pertumbuhan.  

  
Robins (2002) mengatakahan bahwa masing-masing 

karakter tersebut berada dalam suatu kesatuan, dari tingkat yang 
rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Menilai suatu organisasi 
dengan menggunakan tujuh karakter ini akan menghasilkan 
gambaran mengenai budaya organisasi tersebut. Gambaran 
tersebut kemudian menjadi dasar untuk perasaan saling 
memahami yang dimiliki anggota organisasi mengenai organisasi 



 

59 

mereka, bagaimana segala sesuatu dikerjakan berdasarkan 
pengertian bersama tersebut, dan cara-cara anggota organisasi 
seharusnya bersikap (Supartha W.G dan Sintaasih D.K, 2017)  

Budaya organisasi berhubungan dengan cara-cara 
bagaimana karyawan memahami tujuh karakter tersebut, bukan 
perasaan suka atau tidak suka mereka terhadap tujuh karakter 
tersebut. Dengan begitu, budaya organisasi merupakan ketentuan 
yang deskriptif. Hal ini sangat penting karena budaya organisasi 
tersebut berfungsi membedakan antara konsep budaya organisasi 
dengan konsep kepuasan bekerja. Penelitian terhadap budaya 
organisasi telah menempatkan cara untuk mengukur pandangan 
karyawan terhadap organisasi mereka. Apakah ada tuntutan 
sasaran dan kinerja yang jelas? Apakah suatu organisasi 
menghargai inovasi? Apakah suatu organisasi mendorong 
terciptanya persaingan. Sebaliknya, penelitian terhadap kepuasan 
kerja mencari cara untuk mengukur respons terhadap lingkungan 
kerja. Penelitian ini berkaitan dengan perasaan karyawan terhadap 
harapan perusahaan, praktik pemberian penghargaan, cara-cara 
penanganan konflik di dalam perusahaan dan lain sebagainya 
Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh 
anggota organisasi. Keadaan ini terbentuk secara jelas bila kita 
mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem pengertian bersama. 
Dengan demikian, kita berharap bahwa masing-masing individu 
dengan latar belakang atau tingkat jabatan yang berbeda di dalam 
organisasi akan mendeskripsikan budaya organisasi tersebut 
dengan cara yang sama. Kebanyakan organisasi-organisasi besar 
memiliki suatu budaya dominan dan sejumlah subbudaya. Suatu 
budaya dominan mengekspresikan nilai-nilai inti yang 
diberlakukan secara bersama oleh mayoritas anggota organisasi.  

Menurut Robins (2002) jika suatu organiasi tidak memiliki 
budaya yang dominan dan hanya terdiri dari sejumlah subbudaya, 
maka nilai budaya organisasi sebagai suatu variabel yang berdiri 
sendiri akan terlihat sangat kecil. Karena tidak akan ada 
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interpretasi seragam terhadap apa yang menjadi sikap yang layak 
ataupun yang tidak layak (Supartha W.G dan Sintaasih D.K, 2017).  

Suatu perusahaan ataupun instansi pemerintahan dalam 
menyelesaikan pekerjaan ataupun untuk mewujudkan tujuan agar 
hasilnya baik, efektif, efisien dan sesuai dengan yang diharapkan 
maka dibutuhkan kerja tim (teamwork). Salah satu instansi yang 
menerapkan dan menjalankan kerja tim (teamwork) antara lain 
adalah instansi dalam lingkup kesehatan. Salah satu instansi yang 
bekerja dengan kerja tim, adalah Rumah Sakit. Dapat dipastikan 
bahwa suatu instansi Rumah Sakit pasti didalamnya ada struktur 
organisasi, serta di dalamnya pasti mempunyai budaya organisasi 
yang merupakan suatu ciri khas dari rumah sakit satu dengan yang 
lainnya.  

Jika membahas tentang instansi kesehatan (Rumah Sakit), 
kita dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah sakit, Bab VIII Kewajiban 
Dan Hak, Bagian Kesatu, Kewajiban, Pasal 29, bahwa setiap Rumah 
Sakit mempunyai kewajiban: 
1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan 

Rumah Sakit kepada masyarakat;  
2. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti 

diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan 
kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan 
Rumah Sakit;  

3. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak 
mampu atau miskin;  

4. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan 
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak 
mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang 
muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan 
kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan;  
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5. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam 
melayani pasien;  

6. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan 
baik secara regional maupun nasional; 

  
Salah satu dari kewajiban rumah sakit menurut UURI No 44 

Tahun 2009 adalah Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar 
mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam 
melayani pasien. Hal tersebut diperkuat dengan amandemen 
kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan : “Negara 
bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan pelayanan umum yang layak”. Kesemuanya itu tentunya tidak 
lepas dari sumber daya manusia yang bekerja di rumah sakit 
tersebut. 

Supaya dapat mewujudkan mutu layanan yang baik dan 
layak, tentunya dengan dilakukannya pembenahan-pembenahan 
mulai dari faktor internal yaitu manajemen pengelolaan 
kepegawaian dan komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas-
tugasnya. Pentingnya sumberdaya manusia merupakan ujung 
tombak dari pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, 
sumberdaya manusia tersebut merupakan garda terdepan dalam 
mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik.  

Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, 
efisien, dan akuntabel. Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri 
atas (a) Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, (b) unsur 
pelayanan medis, (c) unsur keperawatan, (d) unsur penunjang 
medis, (e) komite medis, (f) satuan pemeriksaan internal, serta (g) 
administrasi umum dan keuangan. Semuanya itu bekerja sama 
membentuk tim kerja sesuai dengan job nya masing-masing. 
Sumberdaya manusia yang bekerja secara bersamaan dan 
bersinergi, secara bersama-sama tentunya untuk mewujudkan 
suatu visi dan misi dari instansi rumah sakit tersebut. Mewujudkan 
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pelayanan yang baik dan layak tentunya dibutuhkan suatu kinerja 
yang baik dari para karyawannya. Untuk meningkatkan kinerja 
salah satunya dengan upaya menciptakan kerja tim (teamwork) 
yang solid dan membangun budaya organisasi yang kuat (Rahma A 
& Mas'ud F, 2016) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Audina 
Rahma dan Fuad Mas’ud (2016) terkait seberapa besar pengaruh 
team work dan budaya organisasi terhadap kinerja Perawat di 
RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak. Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) 
Team work berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat di 
RSUD Sunan Kalijaga, (2) Budaya organisasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja perawat di RSUD Sunan Kalijaga (3) 
Team work dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja perawat di RSUD Sunan Kalijaga, dan 
(4) Hasil uji regresi menunjukkan bahwa team work memberikan 
kontribusi yang lebih dominan terhadap kinerja perawat. Hal in 
ditunjukkan dengan nilai Standardiz Coefficient Beta yang lebih 
besar 0,297 atau 29,7% dibanding variabel budaya organisasi yang 
besarnya 0,207 atau 20,7% (Rahma A & Mas'ud F, 2016).  

Beberapa ciri-ciri yang mencerminkan ketangguhan suatu 
tim dapat dilihat dari adanya koordinasi dari pimpinan dan 
kesadaran staf bahwa mereka merupakan bagian penting dari tim. 
Budaya organisasi adalah keyakinan bersama dan nilai bersama 
yang memberikan makna bagi anggota sebuah institusi dan 
menjadikan keyakinan dan nilai tersebut sebagai aturan atau 
pedoman berperilaku di dalam organisasi (Mangkuprawira Syafri, 
2011) 
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5.3 Fungsi dan Peran Budaya Organisasi 
Perlu diketahui bahwa seorang pemimpin dalam suatu 

organisasi akan memberikan peranan yang sangat penting dalam 
hal membentuk budaya kerja di dalam organisasi. Sehingga, secara 
umum budaya ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 
a. Meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas 

setiap karyawan di dalam perusahaan. 
b. Digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan 

setiap anggota. 
c. Meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. 
d. Dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku 

di dalam lingkungan pekerjaan 
e. Mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa 

meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka 
pendek ataupun jangka panjang. 

f. Dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah, mana yang 
bisa dilakukan dan tidak bisa untuk dilakukan. 

  
Selain itu, beberapa ahli juga turut menjelaskan fungsi 

penting dari organisasi, yang diantaranya adalah sebagai berikut: 
(Accurate.id, 2022) 
1. Ndraha (1997) 

Menurut Ndraha dalam bukunya, budaya organisasi berfungsi 
sebagai identitas serta citra dari suatu masyarakat untuk 
mampu mengikat masyarakat tersebut.  
 Selain itu, budaya ini juga berfungsi sebagai sumber daya, 
kekuatan penggerak, meningkatkan nilai lebih, panduan pola 
perilaku, warisan, pengganti formalisasi, mekanisme adaptasi 
perubahan, dan proses yang menjadikan suatu bangsa 
kongruen dengan negara lain, sehingga akan terbentuk nation-
state. 
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2. Robbins (1999) 
Robbins menjelaskan bahwa budaya organisasi berperan 
dalam menetapkan tapal batas, identitas untuk suatu anggota 
di dalam organisasi, memudahkan munculnya komitmen, dan 
juga meningkatkan kemantapan dalam hal sistem sosial. 

3. Siagian (1992) 
Siagian menjelaskan bahwa budaya ini memiliki peran dalam 
menentukan batas perilaku, mewujudkan rasa memiliki untuk 
para anggotanya, mewujudkan rasa komitmen, meningkatkan 
ikatan kuat pada seluruh anggota, dan alat pengendali perilaku 
pada setiap organisasi di dalam perusahaan atau organisasi 
tersebut. 

 

5.4 Budaya Organisasi dalam Perspektif Islam 
Budaya organisasi pada masyarakat Muslim yang memiliki 

fondasi paling dalam yang dibangun dari sumber asalnya yaitu 
Alquran dan Sunnah dan dilandasl oleh nilai-nilai Islami yang 
bermakna bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan umat Islam 
bertujuan agar semua anggota masyarakat menyadari bahwa nilai 
kebenaran, kebaikan dan keindahan ditentukan melalui proses 
pertimbangan nilai-nilai Islam seperti; (1) Tauhid, yaitu beriman 
dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa, (2) Ikhlas, yaitu bekerja 
dan beramal semata-mata hanya mengharapkan keridhoan Allah 
Swt., (3) Melayani, yaitu memberikan pelayanan prima kepada 
umat, (4) Jujur, yaitu menerapkan transparansi dalam 
pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan, serta 
menjauhi korupsi yang menjadi musuh utama pembangunan 
nasional, (5) Inovatif, yaitu melakukan pembaharuan yang syar’i 
sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat, (6) Hljrah, yaitu 
kemauan untuk terus belajar dan berubah untuk menyelaraskan 
pskologis dan kemampuan sesuai kebutuhan organisasi modern 
untuk membuat keadaan yang belum baik menjadi baik, (7) 
Adaptif, yaitu menyesuaikan diri dan organisasi dengan tuntutan 
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perubahan eksternal, dan (8) Dinamis, yaitu terus bergerak dan 
berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi umat yang kreatif 
dan produktif.  

Nilai-nilai Islam di atas dapat dibuat akronimnya menjad 
TIM JIHAD. Seringkali kata Jihad dibiaskan maksudnya menjadi 
berkonotasi negatif dan destruktif, padahal sebenarnya kata Jihad 
dalam makna yang sebenarnya adalah mempersiapkan segala daya 
upaya yang kita milki dengan sungguh-sungguh untuk 
meninggikan Kalimat Allah dengan mewujudkan indivdu yang 
benar-benar beriman dan dapat menjadi umat yang Taqwa dan 
menjadi masyarakat Madani (tertinggi peradabannya), yaitu 
Khoirou Ummah dan menjadi Khalifatullah fil ardh yang akan 
menjadl rahmat bagi seluruh alam. 

Ajaran Islam bersumber pada Al-Qur’an dan berlandaskan 
pada moralitas yang penekanannya difokuskan pada Ketauhidan 
dan keadilan sosial. Di sini, hukum moral harus sesuai dengan 
pesan aslinya dan tidak boleh dirubah karena moralitas tersebut 
merupakan perintah Tuhan yang mana manusia sebagai hamba-
Nya harus taat kepada hukum tersebut, kepatuhan dan penyerahan 
diri secara ikhlas inilah yang dikenal sebagai ad-Din al-lslam dan 
pengamalan dalam kehidupannya disebut ibadah atau 
penghambaan kepada Allah Swt. sebagaimana dalam Hadits 
Rasulullah Muhammad Saw. dari Anas bin Malik yang artinya: 
"Telah kutinggalkan atas kamu sekalian dua perkara yang apabila 
kamu berpegang pada keduanya maka kamu tidak akan pernah 
tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya". 

 Berkaitan dengan keadilan sosial di atas, Allah Swt. 
telah berfirman dalam Alquran : 
"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 
adil itu lebih dekat kepada taqwa" (QS. Al-Maidah (5): 8).  

 Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa etika dalam 
Islam terbebas dari nilai-nilai yang melandasi berbagai tindakan 
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rasis berdasarkan etnis, suku, agama, atau kelompok. Di samping 
itu yang berkaitan degan Ketauhidan dan keimanan, Nabi 
Muhammad Saw Bersabda :  

"Orang yang pandai adalah orang yang dapat 
bermuhasabah terhadap dirinya dan beramal (dengan 
mengembangkan potensi yang dimiliknya) mempersiapkan bekal 
sesudah mati. Sementara orang yang Iemah adalah yang 
memperturutkan hawa nafsunya lalu berangan-angan yang tiada 
berguna kepada Allah" (HR.Tirmidzi) 

Dalam menjalankan ibadah di uar ibadah mahdhah (atau 
yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah) yang sesuai dengan 
konteks zamannya, maka Umat Islam melakukannya melalui 
langkah ijtihad yang diambil oleh para ulama yang berkompeten di 
bidang tersebut berdasarkan pengkajian terhadap masalah 
kontemporer yang belum pernah dihadapi pada zaman-zaman 
sebelumnya tersebut dengan merujuk pada hukum (nash) dan 
dalil-dalil yang bersumber dan digali dari Aquran dan Sunnah serta 
penganalogian (qiyas). Implikasi Ijtihad yaitu dalam mengambil 
keputusan dan bertindak bagi individu jangan takut salah ketika 
mencoba suatu metode atau teknik yang baru karena bila individu 
tersebut takut maka dapat menyebabkan ia menjad tidak kreatif 
dan produktif. Ketika kita melakukan kesalahan lalu mengambil 
hikmah dan memperbaiki cara kerja kita melalui belajar dari 
kesalahan yang pernah kita lakukan itu, maka dari sanalah 
kemudian kita dapat menjadi pekerja yang profesional. 
Demikianlah cara bekerja yang diterangkan dalam Al-Quran pada 
Surat Al Baqarah ayat 30-37, dimana di sana ditegaskan sifat Allah 
Yang Maha Pengampun. 
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Misi kerasulan Muhammad Rasulullah Sha lallahu 'alaihi 
Wa Sallam adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam sebagaimana 
dalam Firman Allah : 

 
 
Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), 

melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam". (QS. al-
Anbiya' (21): 107). 

  
Dari ayat di atas kita memahami bahwa misi untuk rahmat 

bagi semesta alam yaitu menuntun manusia agar berperilaku dan 
berbudi pekerti luhur sebagaimana Rasulullah Muhammad 
Shallallahu 'Alaihi Wassallam bersabda: "Sesungguhnya aku diutus 
untuk menyempurnakan akhlak". (H.R. Al-Baihaqi dan A-Hakim). 

Budaya merupakan pengejawantahan perintah-perintah 
agama yang terwujud dalam praktik-praktik sosial secara luas 
dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari pada suatu 
masyarakat. Hal ini terkait erat dengan fenomena perubahan pola 
pemahaman keagamaan dan perilaku keberagaman pemeluk 
agama (Islam). Ajaran Islam sesungguhnya sarat dengan 
kandungan nilai-nilai tentang etos kerja dan kinerja yang efektif 
(Hadijaya, 2020). 
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BAB 6 
MANAJEMEN RUMAH SAKIT 
 
Oleh Reski Dewi Pratiwi 
 
6.1 Pendahuluan 

Rumah sakit sebagai salah satu bagian sistem pelayanan 
kesehatan secara garis besar memberikan pelayanan untuk 
masyarakat berupa pelayanan kesehatan mencakup pelayanan 
medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan 
pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui 
unit gawat darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap 
(Herlambang, 2012 dalam Zikra, 2016).  

Perkembangan rumah sakit awalnya hanya memberi 
pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien 
melalui rawat inap. Selanjutnya, rumah sakit karena kemajuan ilmu 
pengetahuan khususnya teknologi kedokteran, peningkatan 
pendapatan dan pendidikan masyarakat, maka pelayanan 
kesehatan di rumah sakit saat ini tidak saja bersifat kuratif tetapi 
juga bersifat pemulihan (rehabilitatif). Kedua pelayanan tersebut 
secara terpadu bersingeri dengan upaya promosi kesehatan 
(promotif) dan pencegahan (preventif). Dengan demikian, sasaran 
pelayanan kesehatan rumah sakit bukan hanya untuk individu 
pasien, tetapi juga berkembang untuk keluarga pasien dan 
masyarakat umum. Fokus perhatiannya memang pasien yang 
datang atau yang dirawat sebagai individu dan bagian dari 
keluarga. Atas dasar sikap seperti itu, pelayanan kesehatan di 
rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna 
(Muninjaya, 2004 dalam Zikra, 2016). 
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6.2 Definisi Rumah Sakit 
Beberapa pengertian rumah sakit, antara lain :  
1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan     
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 
rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI No. 44, 2009). 

2. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, 
tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau 
dapat menjadi tempat penularan penyakit serta 
memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan 
gangguan Kesehatan (Permenkes RI No. 1204, 2004). 

 
Dari definisi di atas diketahui bahwa rumah sakit 

melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan 
medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan perawatan, 
pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, 
sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para 
medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan 
teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko dan 
gangguan kesehatan. 

 

6.3 Definisi Manajemen Rumah Sakit 
G.R. Terry (2008) menjelaskan bahwa Manajemen adalah 

suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau 
pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 
organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Jadi manajemen 
rumah sakit adalah koordinasi antara berbagai sumber daya 
(unsur manajemen) melalui proses perencanaan, 
pengorganisasian, kemampuan pengendalian untuk mencapai 
tujuan rumah sakit seperti menyiapkan sumber daya, 
mengevaluasi efektivitas, mengatur pemakaian pelayanan, 
efisiensi, kualitas (Putri dkk, 2020). 
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Manajemen di rumah sakit haruslah dilaksanakan seperti 
“bebek merenangi kolam,” tampak tenang di permukaan dan tetap 
aktif bergerak di bawah permukaan (Wilan, 1990 dalam 
Thomyhads, 2011). Hal ini perlu dilakukan karena rumah sakit 
berhadapan dengan orang khususnya orang sakit sehingga harus 
tampak tenang di satu pihak. Di pihak lain, karena kompleksnya 
masalah yang dihadapi di rumah sakit, maka para manajernya 
harus betul-betul aktif bergerak terus untuk mampu memberi 
pelayanan yang terbaik (Thomyhads, 2011). 

Teori manajemen akan mengukur kelebihan dan 
kekurangan pencapaian dari pelayanan kesehatan yang dilakukan. 
Salah satu teori yang relevan untuk menganalisa sebuah pelayanan 
kesehatan itu sudah efektif atau tidak adalah teori manajemen yang 
dikemukan oleh G. Terry (2008) dalam Mishbahuddin (2020), teori 
ini mengajukan empat unsur penting untuk menganalisa suatu 
program, dalam hal ini pelayanan kesehatan, apakah pelayanan 
kesehatan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, 
teori itu diantaranya adalah perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), 
pengawasan (Controllling) atau disebut POAC (Mishbahuddin, 
2020). 

Perencanaan (planning) memiliki peranan yang sangat 
fundamental. Karena perencanaan menjadi kunci penting bagi 
suksesnya sebuah pekerjaan. Tanpa perencanaan yang baik, maka 
sebuah pekerjaan bisa dipastikan akan mengalami kegagalan. Di 
dalam memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit pasti 
memiliki perencenaan yang baik dalam memenuhi kebutuhan 
pasien (Mishbahuddin, 2020). 

Setelah melakukan perencanaan, maka langkah 
selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini 
adalah suatu upaya menghimpun semua sumberdaya yang ada 
untuk dimanfaatkan secara sempurna untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan. Dalam hal pelayanan kesehatan, rumah sakit 
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harus mengorganisir semua sumberdaya yang ada di rumah 
sakit untuk bekerja secara efektif, semua tenaga kesehatan, 
baik itu dokter, bidan, perawat diorganisir untuk mencapai 
tujuan bersama, yaitu kepuasan masyarkat dalam 
mendapatkan pelayanan Kesehatan (Mishbahuddin, 2020). 

Selain pengorganisasian, hal yang penting dilakukan 
adalah pelaksanaan (actuating), perencanaan yang baik, 
pengorganisasian yang baik, tidaklah berarti apa-apa jika tidak 
dilakukan dengan sempurna. Oleh karena itu, pelaksanaan 
merupakan hal yang utama. Di dalam hal pelayanan kesehatan, 
maka melaksanakan semua aktivitas untuk memberikan 
kebutuhan dan memenuhi kepuasan pasien merupakan hal 
yang sangat fundamental yang harus diberikan oleh penyedia 
pelayanan kesehatan dalam hal ini yaitu rumah sakit 
(Mishbahuddin, 2020). 

Di samping perencanaan, pengorganisasian dan 
pelaksanaan, yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan. 
Dengan adanya pengawasan, maka akan diketahui sejauh mana 
sebuah pekerajan itu berjalan. Apakah pekerjaan itu sudah 
berjalan dengan baik atau tidak? Tanpa adanya pengawasan, 
maka akan sulit diketahui kemajuan dan kemunduran sebuah 
pekerjaan. Untuk itu sebuah pekerjaan haruslah memiliki 
standar pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga 
dengan adanya standar kerja tersebut, bisa dilakukan 
pengawasan. Misalnya dalam kasus pelayanan kesehatan, 
dengan adanya standar kerja, bisa dilakukan pengawasan 
terhadap tenaga medis, apakah sudah melakukan pekerjaannya 
dengan benar atau tidak (Mishbahuddin, 2020). 
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6.4 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 
Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

menjelaskan tentang fungsi rumah sakit yakni : 
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan 

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.  
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan 

melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua 
dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya 
manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam 
pemberian pelayanan kesehatan. 

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta 
penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka 
peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan 
etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

 
Ada beberapa kriteria dan ketentuan bahwa sebuah di 

tempat bisa disebut rumah sakit. Salah satunya ciri-ciri bangunan. 
Dalam undang-undang dijelaskan tentang ciri-ciri bangunan rumah 
sakit, adapun syarat-syaratnya adalah bangunan rumah sakit 
paling sedikitnya harus mempunyai rawat jalan, ruang inap, ruang 
gawat darurat, ruang operasi, ruang tenaga kesehatan, ruang 
radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilasasi, ruang farmasi, 
ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, 
ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan 
masyarakat rumah sakit, ruang menyusui, ruang mekanik, ruang 
dapur, laundry, kamar jenazah, taman, dan berbagai tempat 
lainnya. Selain kelengkapan ruangan, yang harus dimiliki oleh 
rumah sakit adalah tenaga medis dan penunjang medis, tenaga 
keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, 
dan tenaga non kesehatan (Mishbahuddin, 2020). 
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6.5 Hak dan Kewajiban Rumah Sakit 
Hak dan kewajiban rumah sakit dijelaskan di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit sebagai berikut : 
1. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya 

manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, 
2. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan 

remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

3. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 
mengembangkan pelayanan, 

4. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

5. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, 
6. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

pelayanan kesehatan,  
7. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
8. Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan 

rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit 
pendidikan. 

 
Adapun kewajiban rumah sakit juga dipaparkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 44 tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit dimana setiap rumah sakit di Indonesia berkewajiban 
untuk :  
1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan 

rumah sakit kepada masyarakat, 
2. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 

antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan 
kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan 
rumah sakit, 
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3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien 
sesuai dengan kemampuan pelayanannya, 

4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan 
pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya, 

5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak 
mampu atau miskin, 

6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan 
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak 
mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang 
muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan 
kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan, 

7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu 
peiayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam 
melayani pasien, 

8. Menyelenggarakan rekam medis, 
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak 

antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana 
untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia, 

10. Melaksanakan sistem rujukan, 
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan 

standar profesi dan etika serta peraturan perundang-
undangan, 

12. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai hak dan kewajiban pasien, 

13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien, 
14. Melaksanakan etika rumah sakit, 
15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan 

penanggulangan bencana, 
16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan 

baik secara regional maupun nasional, 
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17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik 
kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan 
lainnya,  

18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah 
sakit (hospital by laws), 

19. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua 
petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas, dan 

20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai 
kawasan tanpa rokok.  

 
Di dalam melaksanakan kewajibannya rumah sakit juga 

akan menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran, sanksi 
yang diberikan kepada rumah sakit adalah sanksi admisnistratif 
berupa:  
1. Teguran, 
2. Teguran tertulis, atau 
3. Denda dan pencabutan izin rumah sakit. 

 
6.6 Fungsi dan Proses Manajemen dalam 

Organisasi Rumah Sakit 
Manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari 

fungsifungsi manajemen yang dilakukan oleh seorang manajer. 
Banyak ahli manajemen yang menyampaikan tentang fungsi 
manajemen ini, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang 
signifikan, bahkan pendapat satu dengan lainnya saling 
melengkapi. Fungsi dan proses manajemen dalam organisasi 
rumah sakit dapat dijelaskan sebagai berikut (Kartikasari, 2019) : 
1. Fungsi Perencanaan (Planning). Perencanaan merupakan 

tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap 
organisasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi 
manajemen, sehingga dengan demikian perencanaan adalah 
merupakan salah satu syarat mutlak untuk dapat 
melaksanakan manajemen yang baik. Dan untuk membuat 



 

77 

suatu perencanaan yang baik kita harus memikirkan secara 
matang jauh-jauh sebelumnya tindakan-tindakan yang akan 
dilakukan kemudian (Wijaya & Rifa'i, 2016). Hal ini berarti 
untuk dapat membuat perencanan yang baik kita harus 
mampu melihat jauh ke depan. Dengan memikirkan jauh-
jauh sebelumnya tindakan yang akan dilakukan, maka dapat 
diharapkan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan hanya 
kecil kemungkinannya mengalami kekeliruan. Hal ini berarti 
kita telah memperkecil risiko yang mungkin timbul baik 
risiko kekeliruan maupun risiko kemungkinan kegagalan.  

2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing). Pengorganisasian 
merupakan fungsi manajemen yang kedua dan merupakan 
langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana 
organisasi. Pengorganisasian merupakan usaha penciptaan 
hubungan tugas yang jelas antara personalia, sehingga 
dengan demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama 
dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuantujuan 
organisasi. Pengorganisasian yang dilaksanakan para 
manajer secara efektif, akan dapat (1) menjelaskan siapa 
yang akan melakukan apa (2) menjelaskan siapa memimpin 
siapa (3) menjelaskan saluran-saluran komunikasi (4) 
memusatkan sumber-sumber data terhadap sasaran-sasaran 
(Wijaya & Rifa'i, 2016).  

3. Fungsi Penggerakan Pelaksanaan (Staffing, Commanding, 
Directing, Coordinating). Sebagai langkah selanjutnya 
aktivitas manajerial ialah pengarahan (directing). Melalui 
kegiatan pengarahan setiap orang dalam organisasi diajak 
atau dibujuk untuk memberikan kontribusinya melalui 
kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengarahan 
meliputi pemberian petunjuk/memberi gambaran tentang 
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga para 
manajer harus memotivasi staf dan personil organisasi agar 
secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai 
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manifestasi rencana yang dibuat (Rifa'i & Fadhli, 2013). 
Selanjutnya yaitu koordinasi. Koordinasi adalah salah satu 
fungsi manajemen. Dalam organisasi keberadaan 
pengorganisasian sangat penting bagi terintegrasinya 
seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. 
Koordinasi di sini dipahami sebagai usaha penyesuaian 
bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan daripada 
bagian-bagian itu selesai pada waktunya dan dapat 
memberikan sumbangan usahanya secara maksimal untuk 
mencapai tujuan secara keseluruhan. Segala aktivitas dari 
masing-masing unit harus sinkron satu sama lain, sebab 
semua level manajemen memerlukan adanya koordinasi 
dalam tindakan untuk mencapai tujuan organisasi (Rifa'i & 
Fadhli, 2013).  

4. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (Controlling, 
Reporting). Sebagai salah satu fungsi manajemen, 
pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan 
para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan 
(controlling) merupakan proses pengamatan atau 
pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi 
untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang 
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan sebelumnya (Rifa'i & Fadhli, 2013).  

 
6.7 Syarat Manajemen Rumah Sakit (Manajerial) 

Permenkes No 3 tahun 2020, Pasal 49 ayat 3 menjelaskan 
mengenai Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit berisi paparan 
tentang syarat profesi manajerial yang menjalankan fungsi 
manajemen di rumah sakit yaitu:  
1. Pemimpin rumah sakit tidak boleh merangkap jabatannya 

Manajerialnya di rumah sakit lain.  
2. Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi 

kepala/direktur Rumah Sakit. 
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3. Kepala atau direktur rumah sakit dan pimpinan unsur 
pelayanan medik di rumah sakit harus seorang medis yang 
mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang 
perumahsakitan. 

4. Kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan melalui 
pendidikan formal, pelatihan atau pengalaman kerja selama 
di rumah sakit. 

 

6.8 Penerapan Manajemen Rumah Sakit 
Rumah sakit perlu menerapkan sistem manajemen yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk itu rumah sakit di 
Indonesia harus menciptakan kinerja yang unggul. Kinerja yang 
unggul atau Performance Excellence merupakan salah satu faktor 
utama yang harus diupayakan oleh setiap organisasi untuk 
memenangkan persaingan global, begitu juga oleh perusahaan 
penyedia jasa pelayanan kesehatan. Banyak cara yang dapat 
dilakukan oleh para pengelola rumah sakit untuk menciptakan 
kinerja yang unggul diantaranya melalui pemberian pelayanan 
yang bagus serta tindakan medis yang akurat dan mekanisme 
pengelolaan mutu tentunya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh 
pengelola rumah sakit dalam mempertahankan atau meningkatkan 
jumlah konsumen adalah pelayanan. Tuntutan untuk mendapatkan 
pelayanan yang berkualitas dan nyaman semakin meningkat, 
sesuai dengan meningkatnya kesadaran arti hidup sehat. Keadaan 
ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya dan sosial 
ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari 
pengelola rumah sakit (Ligar, 2020).  

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, di setiap 
kota besar seperti Jakarta banyak sekali usaha rumah sakit dengan 
kualitas pelayanan dan peralatan medis yang prima dapat kita 
temukan di setiap sudut kota, sehingga masyarakat konsumen 
yang tadinya harus ke luar negeri demi servis dan kualitas dokter 
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yang prima, sekarang tidak perlu lagi ke luar negeri (Zulfayandra 
dkk, 2016). 

Dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan terhadap 
konsumen, rumah sakit berusaha untuk mempunyai tenaga dokter 
ahli yang tetap, sekaligus memperkerjakan dokter waktu dan 
dokter kontrak. Bahkan di beberapa rumah sakit di kota besar 
seperti Jakarta dapat kita jumpai pelayanan Unit Gawat Darurat 
(UGD) yang ditangani oleh dokter tetap maupun dokter kontrak. 
Bahkan ada rumah sakit yang menyediakan tempat dan sarana 
lengkap seperti laboratorium dengan tenaga analis, radiologi dan 
tempat perawatan yang serba lengkap. Sedangkan untuk tenaga 
dokternya mereka mengambil dokter-dokter spesialis yang 
terkenal dan pengelola rumah sakit menganggap dokter spesialis 
dan pasiennya sebagai “customer” mereka. Untuk menjaga agar 
dokter spesialis ternama tersebut tetap menjadi customer mereka, 
maka pihak rumah sakit melakukan strategi sedemikian rupa. 
Diantaranya dengan menyediakan peralatan medis yang 
dikehendaki oleh para dokter tersebut (Zulfayandra dkk, 2016). 

Sedangkan untuk menghasilkan mekanisme pengelolaan 
mutu yang bagus, perusahaan dalam hal ini rumah sakit perlu 
menerapkan metode pengukuran yang efektif untuk dapat 
menganalisis dan menemukan dimensi mutu yang perlu diperbaiki 
atau ditingkatkan untuk mencapai mutu yang tinggi. Salah satu 
model pengukuran yang sudah dikenal luas dan terbukti secara 
efektif membantu keberhasilan penerapan sistem manajemen 
mutu adalah sistem Malcolm Baldrige National Quality Award. 
Malcolm Baldrige National Quality Awards (MBNQA) merupakan 
sistem manajemen yang sangat efektif untuk menghasilkan 
loyalitas pelanggan dan kinerja tinggi bila diterapkan dengan tepat 
(Zulfayandra dkk, 2016). 
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BAB 7 
KEPEMIMPINAN DALAM 
PELAYANAN KESEHATAN 
 
Oleh Westy Tenriawi 
 
7.1 Pendahuluan 

Kepemipinan dalam suatu organisasi pelayanan publik 
kususnya bidang kesehatan seperti sebuah ujung tombak yang 
menentukan arah dan tujuan dari keberhasilan program dan 
peningkatan kinerja atas kualitas serta kuantitas setiap yang ada 
didalamnya yang menjadi suatu kesatuan dalam bergerak untuk 
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.  

Pelayanan kesehatan dan kepemimpinan adalah suatu 
sistem yang satu sama lainnya saling mempengaruhi seperti dua 
sisi mata uang yang tidak bisa lepas maka seperti itulah jalannya 
sebuah pelayanan kesehatan memerlukan pemimpin yang tepat 
untuk melaksanakan program dan semua kebijakan-kebijakan 
yang tentunya memiliki manfaat bagi peningkatan kualitas 
pelayanan dan kesehatan secara menyeluruh. Seperti yang kita 
ketahui kesehatan merupakan investasi untuk mendukung 
pembangunan serta memiliki peran penting dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat.  

Pembangunan kesehatan mesti dilihat sebagai salah satu 
dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
terhadap indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 
kesehatan merupakan bagian dari komponen penting selain 
pendidikan dan pendapatan sesuai dengan yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dimana 
ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, 
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jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif 
secara sosial dan ekonomi. (Kemenkes, 2019) 

Kepemimpinan adalah suatu metode atau cara yang 
digunakan dalam memimpin sebuah organisasi atau kelompok 
dengan segala sumber daya yang ada didalamnya. Sehingga 
dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua elemen untuk 
menghasilkan tujuan dimana keinginan yang sesuai dengan 
harapan . Pemimpin yang baik akan memberikan dukungan dan 
semangat kerja bagi anggota yang dipimpinnya dan berpengaruh 
terhadap peningkatan kinerja setiap kegiatan dimana hal ini 
menjadi tujuan dari sebuah kepemimpinan. Terhadap sikap 
memimpin maka seseorang memiliki tipe masing-masing sesuai 
karakternya. (Gautama, 2016) 

Kepemimpinan wajib dibutuhkan dimana ada hubungan  
kerjasama dari dua orang atau lebih pada saat  melaksanakan 
kegiatan dalam suatu struktur. Kepemimpinan menentukan arah 
dan tujuan serta pengajaran yang ada dalam melaksanakan 
pekerjaan. Model dalam kepemimpinan yang cocok terhadap 
keinginan anggota akan membuat mereka merasakan perasaaan 
nyaman pada saat bekerja dan setiap anggota akan lebih 
bersemangat ketika bekerja. Semangat kerja anggota bisa dilihat 
saat hasil pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Karena 
semangat kerja dapat mendorong anggota kita  dapat melkaukan 
pekerjaan lebih rajin dan lebih tepat . (Sudrajat and Rahmawati, 
2021) 

Kepemimpinan yang efektif dan efisien dapat terlaksana  
jika dilakukan dengan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan. 
Seorang pemimpin harus berusaha menjadi bagian dari situasi 
kelompok atau sistem struktur yang dipimpinnya. Dalam 
mewujudkan tujuan dan fungsi kepemimpinan secara internal 
maka akan berlangsung suatu aktifitas kepemimpinan dan aktifitas 
tersebut akan dipilah-pilah maka akan terlihat secara jelas 
kepemimpinan dengan pola masing-masing. (Northouse, 2018) 
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7.2 Konsep Kepimpinan  
Pemimpin merupakan suatu kekuatan besar yang 

berperan penting dalam menggerakkan dan mengatur dalam 
sebuah organisasi  untuk mencapai tujuan kelompok secara 
efektif, dimana pada keadaan ini pemimpin saat semua yang 
dilakukan atau dikerjakannya dapat kemudian memperoleh 
dukungan dari kelompoknya, yang mesti tergerak untuk 
mengikuti semua dan menjadi suatu dorongan emosioanal yang 
bertujuan menggerakkan individu dan anggota kelompok  
untuk berusaha dengan baik dan benar untuk mencapai hasil 
sesuai dengan apa yang di harapkan. 

Pemimpin adalah seseorang dimana dalam hal ini 
mampu melaksanakan apa yang harus mereka kerjakan dengan 
dukungan semua anggotanya , yang harus tergerak atau 
dibujuk dalam melaksanakan apa yang di perintahkan oleh 
pimpinan dalam hal ini, kepemimpinan adalah sesuatu tentang 
mendorong dan membangkitkan individu dan kelompok untuk 
berusaha sebaik- baiknya demi mencapai tujuan yang di 
rencanakan dalam hal ini peran kepemimpinan sangat strategis 
dan penting dalam sebuah struktur organisasi (Siswanto, R. D., 
& Hamid, 2017) 

Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader 
(pemimpin dalam kelompok) yang mengetahui apa yang 
menjadi tanggung jawab amanahnya , menyelami kondisi 
bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan 
tanggung jawab dan konsekuensi dari tuntutan pekerjaan yang 
dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap 
anggotanya mengembangkan kapasitas dirinya hingga 
menghasilkan pencapaian dan prestise yang tinggi. sementara 
organisasi dalam leadership dilihat dari konsep sebuah 
organisasi yang dipimpin oleh organizational leader (pemimpin 
organisasi) yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan 
yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan 
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bisnisnya, siap dalam segala kondisi dan mampu menyatu 
dengan adanya keinginan dan harapan serta  konsekuensi 
tanggung jawab sosial, serta komitmen yang tinggi untuk 
menjadikan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pembawa 
berkah terhadap anggotanya baik di tingkat lokal , nasional , 
maupun internasional. (Yulianto, Purwanto and Firmansyah, 
2018) 

Model dalam kepemimpinan pada dasarnya 
mengandung makna sebagai sebuah upaya mewujudkan 
tingkah laku yang positif dari seorang pemimpin yang 
mengarah pada kelebihannya pada saat memimpin. Dalam 
upaya tersebut biasanya membuat sebuah pola atau rupa 
tersendiri. Dalam model  kepemimpinan adalah pola tingkah 
laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan dan 
harapan dari  organisasi dengan tujuan individu untuk 
mencapai tujuan tertentu. 

 

7.3 Tipe-Tipe dalam kepemimpinan  
a. Tipe Otoritas (Autocrat) Otokrat berasal dari perkataan 

"utus" (sendiri) dan "kratos" (kekuasaan) jadi otokrat 
berarti penguasaan obsolut. Kepemimpinan otoritas 
berdasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak 
yang harus dipatuhi. Dimana setiap perintah dan kebijakan 
yang ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya 
dan harus dilakukan. Seorang pemimpin yang autokratik 
adalah seorang yang sangat egois, egoisme yang sangat 
besar akan mendorongnya memutarbalikan kenyataan 
yang sebenarnya sehingga sesuai dengan keinginannya apa 
yang secara subjektif diinterprestasikan sebagai kenyataan. 
Menurut Terry, pemimpin yang bertipe otoriter biasanya 
bekerja secara sungguhsungguh, teliti dan cermat. Dimana 
pemimpin bekerja menurut peraturan kebijakan yang 
berlaku, meskipun sedikit kaku dan segala intruksinya 



 

87 

harus dipatuhi oleh para bawahan.  (Andri Anwar, 
Nurmiati Muchlis and Ahri, 2020) 
Para bawahan tidak berhak untuk mengomentari apa yang 
dilakukan oleh seorang pemimpin karena pemimpin 
menganggap bahwa dialah yang bertindak sebagai 
pengemudi yang akan bertanggung jawab atas segala 
kompleksitas organisasi.  
Berdasarkan nilai-nilai demikian, seorang pemimpin yang 
otoriter akan menujukan berbagai sikap yang menonjolkan 
"kekuasaan" antara lain: (1) kencenderungan dalam 
memperlakukan para bawahan sama dengan alat-alat lain 
dalam organisasi atau instansi lain; (2) pengutamaan 
orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas 
tanpa mengkaitkan pelaksana tugas itu dengan 
kepentingan dan kebutuhan para bawahan; (3) pengabaian 
peran bawahan dalam proses pengambilan keputusan. 

b. Tipe Peternalistik Persepsi seorang pemimpin yang 
paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan 
organisasi dapat diwarnai oleh harapan para pengikutnya. 
Harapan itu pada umumnya terwujud keinginan agar 
pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang 
bersifat melindungi dan layaknya dijadikan sebagai tempat 
bertanya dan untuk memperoleh petunjuk. Ditinjau dari 
segi nilai organisasi yang dianut biasanya seorang 
pemimpin yang peternalistik mengutamakan nilai 
kebersamaan, dalam organisasi yang dipimpin oleh 
seorang pemimpin yang peternalistik kepentingan bersama 
dan perlakuan terlihat sangat menonjol. Artinya seorang 
pemimpin yang bersangkutan berusaha untuk 
memperlakukan semua orang yang terdapat dalam 
organisasi seadil dan serata mungkin. 

c. Tipe Kharismatik Tipe pemimpin kharismatik ini memiliki 
kekuatan energi daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi 
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orang lain. Sehingga ia mempunyai pengikut yang besar 
jumlahnya. Seorang pemimpin yang kharismatik adalah 
seorang pemimpin yang di kagumi oleh orang banyak 
pengikut tersebut tidak selalu menjelaskan secara kongkrit 
mengapa tipe pemimpin yang kharismatik sangat 
dikagumi. Orang cenderung mengatakan bahwa 
orangorang tertentu yang memiliki "kekuatan ajaib" dan 
menjadikan orang-orang tertentu di pandang sebagai 
pemimpin kharismatik. Dalam anggota organisasi atau 
instansi yang di pimpin oleh orang kharismatik, tidak 
mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap perilaku dan 
gaya yang digunakan oleh pemimpin yang kharismatik 
mengunakan otokratik para bawahan tetap mengikuti dan 
tetap setia pada seorang pemimpin yang kharismatik. 

d. Tipe Kepemimpinan Demokratis Kepemimpinan 
demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan 
bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. 
Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap 
individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. 
Seorang pemimpin yang berdemokratis dihormati dan 
disegani bukan ditakuti karena perilaku pemimpin 
demokratis dalam kehidupan organisasional mendorong 
pada bawahannya menumbuh kembangkan daya inovasi 
dan kreativitasnya. 

e. Banyak mengunakan sistem perintah, sistem komando dari 
atasan ke bawahan yang sifatnya keras, sangat otoriter dan 
menghendaki bawahan agar selalu patuh. Tipe ini sifatnya 
kemiliteran, hanya gaya warnanya yang mencontoh gaya 
kemiliteran tetapi dilihat lebih seksama tipe ini mirip 
dengan tipe otoriter (Yunus, 2009). 
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7.4 Pelayanan Kesehatan  
Dalam pelayanan kesehatan di Indonesia ada banyak bagian 

yang menjadi faktor yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan 
kualitas dan kuantitasnya menuju pelayanan paripurna sesuai 
dengan amanah Undang-undang dasar, bahwa organisasi 
pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, praktek 
dokter, apotek, dan laboratorium serta bidang kesehatan lainnya 
pada dasarnya adalah organisasi jasa pelayanan umum.  

Oleh karenanya rumah sakit dan puskesmas dan organisasi 
pelayanan kesehatan lainnya sebagai pemberi layanan kesehatan 
bagi masyarakat sebaiknya mempunyai ciri dan kriteria mutu 
pelayanan prima yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan 
selebihnya diharapkan memberikan pelayanan medis yang 
bermutu.  (Adi Karmawan and Sudibya, 2020) 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 
selain dari  sandang, pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, 
hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit 
manusia tidak mungkin bisa melakukan kegiatan sehari-hari 
dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit atau disebut pasien, 
yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada 
pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan 
yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan 
tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya 
kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah segala upaya dan kegiatan 
Preventif, Promotif dan Kuratif serta rehabilitatif. Semua upaya dan 
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan 
kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (nakes) dalam 
mewujudkan masyarakat yang sehat. Tujuan pelayanan kesehatan 
adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang 
memuaskan harapan dan derajat kebutuhan masyarakat 
(consumer satisfaction) dengan melakukan  upaya dan kegiatan 
serta program  pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan 
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yang juga akan memberikan kepuasan dalam harapan dan 
kebutuhan pemberi pelayanan (provider satisfaction) dalam 
institusi pelayanan yang diselenggrakan secara efisien 
(Institusional satisfaction) (Wulandari, 2016) 

Pelayanan kesehatan pada prinsipnya mengutamakan 
pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif 
adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang 
lebih baik lagi dan yang preventif mencegah agar masyarakat tidak 
jatuh sakit agar terhindar dari penyakit. Sebab itu pelayanan 
kesehatan masyarakat itu tidak hanya tertuju pada pengobatan 
individu yang sedang sakit saja, tetapi yang lebih penting adalah 
upaya–upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan kesehatan 
(promotif), sehingga bentuk pelayanan kesehatan bukan hanya 
Puskesmas atau Balai Kesehatan Masyarakat saja, tetapi juga 
bentuk-bentuk kegiatan lain, baik yang langsung kepada 
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, maupun secara 
tidak langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan. 

Bagian penting dari suatu pelayanan kesehatan adalah 
tersedia dan dipatuhinya standar, karena pelayanan kesehatan 
yang bermutu adalah bila pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai 
dengan standar yang ada.Dan pada Umumnya merupakan peran 
pemimpin sebagai atasan sekaligus  petugas yang mesti banyak 
menemui variasi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dalam 
penjaminan mutu pelayanan kesehatan standar digunakan untuk 
menjadikan variasi yang ada seminimal mungkin 

Adapun yang termasuk dalam jenis Pelayanan kesehatan 
Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 
1 Ayat 12-15 menjelaskan mengenai beberapa jenis pelayanan 
kesehatan yaitu: 
a. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 
lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi 
kesehatan. 
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b. Pelayanan Kesehatan Preventif Pelayanan kesehatan 
preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap 
suatu masalah kesehatan/penyakit. 

c. Pelayanan Kesehatan Kuratif Pelayanan kesehatan kuratif 
adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 
pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, 
pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian 
penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas 
penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.  

d. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif Pelayanan kesehatan 
rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam 
masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota 
masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat 
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya 
(Kementrian Kesehatan RI, 2018) 

 
Sejatinya seorang Pemimpin adalah ketika mampu menjadi 

mediator dalam membuat sebuah perubahan dari hal yang kecil 
sampai sistem terbesar di wilayah kekuasaannya untuk 
kesejahteraan rakyatnya yang telah mempercayakan tampuh 
kekuasaan tertinggi dipengang dan dikelola olehnya dalam sistem 
kemasyarakatan dan organisasi kesehatan yang ada. Sebuah 
advokasi dalam mengawal segala kebijakan dan Program yang 
dibuat adalah sewajarnya. Terhadap Advokasi bidang pelayanan 
kesehatan masyarakat sendiri harus dilakukan mengingat betapa 
komplesnya masalah kesehatan yang di hadapi. Muara dari semua 
Persoalan Pemerintahan adalah bagaimana kinerja Pemerintah 
dalam hal pemimpin daerah mengahasilkan sebuah implementasi 
kebijakan yang terarah dan berpihak dengan konsisten sehingga 
Good Governance tercapai sesuai dengan ekspektasi semua pihak 
yang terkait di dalamnya sehingga dibutuhkan sebuah jaminan 
dalam pelaksanannya atau dengan kata lain perlu advokasi 



 

92 

terhadap proses pelaksanan setiap kebijakan, program ataupun 
komitmen-komitmen politik yang digaungkan sebelum dan 
sesudah mereka yang terpilih menjadi Top Leader duduk dan 
memangku jabatan sebagai seorang pemimpin dalam hal 
pelayanan kesehatan adalah sebuah amanah dan tanggung jawab. 
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BAB i8 
MANAJEMEN KONFLIK 
 
Oleh Chattrin Fahrezi 
 
8.1 Pendahuluan 

Bagian iyang isangat iinti idalam imenjalankan itugasnya idi 
instansi ipemerintah. iDalam iskenario iini, iorganisasi iadalah 
suatu isistem isaling iketergantungan iantara ipimpinan idan 
pegawai iyang ibekerja isama iuntuk imencapai itujuan iorganisasi, 
sehingga ifungsi itugas iyang idimaksud isesuai idengan iorganisasi 
yang iingin idicapai. iPosisi iseorang ipemimpin isangat ipenting 
untuk imencapai itujuan ibisnis iapa ipun, ibahkan iyang dijalankan 
oleh pemerintah, terutama dalam hal seberapa baik 
personelimelakukan ipekerjaannya. iSetiap iindividu iharus 
memiliki kapasitas ikinerjanya iuntuk imelaksanakan itugas idan 
tanggung ijawab iyang idiberikan ikepadanya ioleh kepemimpinan. 
Peningkatan ikualitas isumber idaya imanusia idiperlukan iuntuk 
mendukung itujuan iorganisasi ikarena imereka iadalah komponen 
kunci idari isetiap iaktivitas ibisnis idan imenentukan iseberapa 
baik itujuan iorganisasi itercapai i(Margaretha, i2019). 

Konflik iorganisasi ididefinisikan isebagai i"perbedaan yang 
terjadi iketika itujuan ipencapaian iberdampak ipada ireaksi 
perilaku ikelompok iyang imenentang iatau imenghalangi itujuan 
yang idimaksudkan ioleh ikelompok ilain." iKonflik iorganisasi 
memiliki itujuan idan ipenghargaan. iPeningkatan ipengetahuan 
karyawan itentang ikesalahan iyang idibuat idan ipemahaman 
tentang iperilaku ipribadi imereka iadalah idua ikeuntungan idari 
konflik. iSebaliknya, itujuan ikonflik iadalah imenjaga iagar anggota 
tim itidak iteralihkan idari ivisi, imisi, idan itujuan iorganisasi. i 
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Konflik idi itempat ikerja iakan iselalu iada, inamun ikonflik 
muncul ikarena ibeberapa ifaktor iyang imempengaruhi iyang 
terkait idengan ikinerja ikaryawan, iantara ilain iada isatu 
karyawan iyang imemiliki iaspirasi iatau irasa ipercaya iyang tinggi, 
serta iperbedaan ilatar ibelakang idan ikepentingan iindividu 
masing-masing ikaryawan. iPimpinan iperusahaan isenantiasa 
menilai isetiap ipersoalan iyang imuncul idengan itujuan imencapai 
kinerja iyang ioptimal iguna imenyelesaikan ikonflik. 

Kebutuhan isadar iseseorang iuntuk imengambil itindakan 
dengan itujuan itertentu idisebut imotivasi. iDengan ikata ilain, 
motivasi iadalah i"kekuatan ipsikologis iyang iakan mempengaruhi 
arah iperilaku iseseorang, itingkat iusaha, idan itingkat ikinerja 
ketika iorang itersebut idihadapkan idengan ihambatan iyang 
berbeda. iMotivasi iKerja iyang ibaik idapat imembantu 
keberhasilan iorganisasi idalam imencapai itujuannya. iKarena 
adanya idua ielemen i– ikeamanan ikerja idan ihubungan iantara 
pemimpin idan ipengikut i– ikinerja itinggi iyang imendukung 
keberhasilan iorganisasi idapat idicapai. iSebaliknya, ijika imotivasi 
berkurang, ikemampuan iorganisasi iuntuk imencapai itujuannya 
akan iberkurang. iPertumbuhan imotivasi isumber idisebabkan 
oleh ifakta ibahwa isumber idaya imanusia isangat ipenting iuntuk 
keberadaan i(Nova iSyafira iAriyanti iet ial., i2019). i 

Pemimpin iorganisasi iselalu imempertimbangkan idan 
menjaga ikeamanan ikerja, idengan imemberikan ipekerja itempat 
yang inyaman iuntuk imelakukan ipekerjaan imereka, ibisnis dapat 
mencapai itujuan iyang idiinginkan. iBegitu ipula ijika iinteraksi 
interpersonal iantara ipimpinan idan ibawahan ikuat ikarena 
adanya imotivasi ikepemimpinan, imaka isetiap ikaryawan iakan 
memiliki ikepuasan ikerja idalam isetiap iaktivitas iorganisasi. i 

Program ipengembangan ikarir iyang itepat idapat 
membantu ikaryawan imendapatkan ipekerjaan. iApabila 
didahului idengan imotivasi iyang ibenar idan ioptimal ipada 
awalnya, ipengembangan isistem idapat imemberikan ihasil iyang 
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lebih iideal idalam iusahanya iuntuk imeningkatkan ikepuasan 
karyawan. iAkibatnya, iorganisasi imemikul itanggung ijawab 
penuh iatas ikinerja ikaryawan ikarena iberkaitan idengan 
pemilihan iindividu iuntuk iposisi iyang isesuai idengan 
pengetahuan idan iketerampilan imereka i(Hasanah, i2020). 

Pekerjaan idiukur iterhadap istandar iyang iditetapkan 
untuk imenentukan ikinerja. i“Bagaimana iseseorang idiharapkan 
berfungsi idan iberperilaku isesuai idengan ipekerjaan iyang 
dipercayakan ikepadanya” idisebut ikinerja. iKompetensi iadalah 
salah isatu ifaktor iyang imempengaruhi ikinerja ikaryawan karena 
memungkinkan organisasi untuk secara efektif 
mengkomunikasikan tujuan  mereka kepada isemua istaf imereka, 
memobilisasi imereka idi isekitar itujuan ibersama, idan 
menggunakan iinsentif isebagai ialat iuntuk imeningkatkan ioutput 
karyawan. iKinerja idapat ididefinisikan isebagai iproses idimana 
karyawan imenanggapi iukuran ikinerja iyang idiharapkan 
organisasi. Proses iini meliputi ipendampingan, iproses 
pemberdayaan, idan idesain ikinerja. iIni ijuga imencakup 
tanggapan idari isisi iindividu, iyang imeliputi iketerampilan, 
kemampuan, idan ipengetahuan i(Fauzan Ahmad Siregar and 
Lailatul Usriyah, 2021). 

 

8.2 Konsep Manajemen Konflik 
Manajemen iadalah isuatu isikap iatau iproses iuntuk 

mengatur iatau imengawasi ikerja iseseorang idalam iorganisasi. 
Karena imanajemen imerupakan iproses ipenting iyang 
menggerakan iorganisasi. iTanpa iadanya imanajemen iyang efektif 
tidak iada iusaha iyang iberhasil icukup ilama i(Bashori and 
Prasetyo, 2020). 

Konflik imerupakan iproses iinteraksi iantara idua iorang 
atau ilebih, iatau idua ikelompok iatau ilebih iyang ibertentangan 
dalam iberpendapat idan itujuannya. iKonflik iadalah iproses 
pertentangan iyang idiekspresikan idiantara idua ipihak iatau lebih 
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yang isaling itergantung imengenai iobjek ikonflik, imenggunakan 
pola ipikir idan iinteraksi iyang imenghasilkan ikeluaran ikonflik 
(Husaini and Fitria, 2019). 

Jadi iManajemen ikonflik iadalah icara iyang idapat 
digunakan idari ipihak iyang iterlibat ikonflik iatau ipihak iketiga 
untuk imengahadapi iperselisihan iatara idua iorang iatau ilebih 
atau idua ikelompok iatau ilebih isupaya imenemukan ititik iterang 
atas ipermasalahan itersebut. i 

Pemimpin iorganisasi iharus imahir imenangani ikonflik 
sehingga ikonflik iyang imuncul idapat iberkontribusi iuntuk 
meningkatkan istandar iorganisasi. iSuatu i“ketidaksesuaian antara 
dua iorang iatau ilebih iatau ikelompok iorganisasi iyang itimbul 
karena imereka iharus iberbagi isumber idaya iyang iterbatas iatau 
aktivitas ikerja idan iatau ikarena imereka imemiliki istatus, tujuan, 
nilai, iatau ipandangan iyang iberbeda i(Roni, i2019). 

Gagasan iposisi, iketerbatasan, isumber idaya, idan 
hambatan, iserta iasumsi ibahwa iada iketidak isesuaian 
kepentingan idan itujuan iantara idua ikelompok iatau ilebih" 
adalah icontoh iManajemen iKonflik. iPenyelesaian ikonflik 
merupakan iproses iyang irasional idan iiteratif, ioleh ikarena iitu 
model ipenanganan ikonflik iperencanaan ikota iselalu 
disempurnakan iuntuk imenghasilkan imodel iyang irepresentatif 
dan iideal. i“Kesenjangan iyang iberkembang iketika itarget 
pencapaian imempengaruhi ireaksi iperilaku isuatu ikelompok 
yang imenentang iatau imenghambat itujuan iyang idirencanakan 
kelompok ilain” iinilah iyang idimaksud idengan ikonflik organisasi 
(Muhammad AgusHumaidi 1, 2021). 

Berdasarkan ipenjelasan iyang idiberikan idi iatas, idapat 
disimpulkan ibahwa imanajemen ikonflik imengacu ipada iketidak 
sepakatan iantar irekan ikerja itentang iunsur i- iunsur iyang 
mempengaruhi ikemampuan iorganisasi iuntuk imewujudkan 
tujuannya. 
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Gaya imanajemen ikonflik idengan itingkat ikeasertifan 
rendah idan ikerjasama itinggi. iGaya iini imelakukan iupaya 
bernegosiasi iuntuk imenciptakan isolusi iyang isepenuhnya 
memuaskan ipihak-pihak iyang iterlibat ikonflik. iMenurut i(Pedhu, 
2020), ikaloborasi imerupakan igaya imanajemen ikonflik iyang 
paling idisukai ikarena imendorong ihubungan iinterpersonal, 
kekuatan ikreatif iuntuk iinovatif idan iperbaikan, imeningkatkan 
balikan idan ialiran iinformasi iserta imengembangkan iiklim 
organisasi iyang ilebih iterbuka, ipercaya, ipengambilan irisiko idan 
perasaan ibaik iterhadap iintegritas. iAlasan ipihak iyang iterlibat 
konflik imenggunakan igaya imanajemen ikonflik ikolaborasi 
adalah i: 
a) Menciptakaan isolusi iyang iintegratif idan itujuan ikedua 

belah pihak pihak terlalu penting iuntuk idi kompromikan. 
b) Tujuan ipihak iyang iterlibat ikonflik iuntuk imempelajari 

terlebih ijauh ipandangan idari ilawan ikonflik. 
c) Kedua belah ipihak itidak imempunyai icukup ikekuasaan 

dan sumber-sumber iuntuk iuntuk imemaksakan kehendak 
demi imencapai itujuannya. 

 
Menurut i(Darmawati, iTohir iand iRestanti, i2019) 

Indikator iyang imempengaruhi igaya imanajemen ikonflik 
kolaborasi iadalah 
a) Mendengarkan idengan ibaik iyang idikemukakan ilawan 

konflik. i 
b) Kemampuan ibernegosiasi i 
c) Mengidentifikasi ipendapat ilawan i 
d) Menganalisis imasukan 

 
Gaya imanajemen ikonflik iatau imenengah, idimana tingkat 

keasertifan idan ikerjasama isedang. iGaya imanajemen ikonflik iini 
berada iditengah-tengah iantara igaya ikolaborasi idan ikompromi. 
Dalam ikeadaan itertentu, ikompromi idapat iberarti imembagi 
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perbedaan idiantara idua iposisi idan imemberikan ikonsesi iuntuk 
mencari ititik itengah i(Gulo and Silitonga, 2020). 

 

8.3 Hubungan Manajemen Konflik Terhadap 
Kinerja iKaryawan 

Ketidak icocokan ikomunikasi iadalah iunsur iutama 
manajemen ikonflik. iKarena ikurangnya imotivasi ikaryawan, 
konflik iini imungkin iterkait idengan ikinerja ikaryawan iyang 
lebih irendah. iPada ihakekatnya ikonflik idapat idihindari sehingga 
tidak imenimbulkan iantagonisme, iperpecahan, iatau ibahkan 
menyebabkan isuatu iorganisasi imerugi. iNamun ijika iterjadi 
perselisihan iJika idikelola idengan ibenar, isebuah iorganisasi 
dapat imenghasilkan iuang idengan imenanamkan ipersaingan 
yang isehat idi iantara itenaga ikerja. iOleh ikarena iitu, manajemen 
dapat imenemukan iindikasi idan igejala idari iperselisihan idengan 
hasil ipositif idan iperselisihan idengan ihasil inegatif. iUntuk 
mencegah iperselisihan iyang itidak imenguntungkan, ipihak 
manajemen iharus imemperhatikan idengan iseksama ibagaimana 
karyawan iberperilaku idengan imemperhatikan, imendengarkan, 
dan imerasakannya. iEfek inegatif idari ikonflik itermasuk 
memburuknya ihubungan iinterpersonal, ikemarahan, isentimen 
yang iterluka, idan iketerasingan i(Widjaja, Mihardjo and Fernando, 
2019). 

Karena iakan imembuang-buang iwaktu idan itenaga iuntuk 
menang, iakibatnya isemua ikegiatan imanufaktur idapat 
dihentikan, idan ipara ipeserta iakan imenghadapi iKinerja idapat 
menderita idengan istres. iNamun, iini ibukanlah isatu-satunya 
hasil iyang idihasilkan idari iperselisihan iyang itidak terselesaikan; 
mereka ijuga idapat imemiliki iefek ilangsung ipada ipekerja 
karena mereka berada idi ilingkungan iyang itidak menguntungkan 
dan imenghasilkan istres i(tekanan imental). 

Kinerja ikaryawan idipengaruhi isecara inegatif ioleh 
konflik idi itempat ikerja. iOrang-orang iyang iberjuang iuntuk 
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mencocokkan iposisi imereka idalam iorganisasi idan ikaryawan 
yang imerasa ikurang iberdedikasi ikepada iatasannya isama-sama 
terkena idampak inegatif idari ikonflik ikerja idan ikomitmen 
organisasi. iKonflik idapat imuncul ibaik isecara ipribadi imaupun 
di idalam iorganisasi ikarena iadanya iperbedaan isudut ipandang, 
yang idapat imenimbulkan ikonflik idi itempat ikerja idan 
mengurangi ikomitmen iorganisasi ipada iindividu(Yustikasari and 
Jauwhari, 2022). 

 

8.4 Manajemen Konflik Dalam Pelayanan 
Kesehatan 

Entitas iyang idisebut irumah isakit ibekerja idengan 
berbagai ikelompok iprofesional idari iberbagai ilatar ibelakang 
Pendidikan ibertugas iuntuk imemberikan ilayanan ikesehatan. 
Keberhasilan imemberikan ipelayanan idi irumah isakit ididuga 
bergantung ipada itenaga iperawat iyang imerupakan ibagian idari 
profesi. iKonflik idapat itimbul idalam ihubungan ikerja iantara 
perawat idan iprofesional imedis ilainnya, irekan ikerja, iklien, dan 
keluarga. iKetidaksepakatan iyang iterus-menerus idapat imengikis 
kekompakan itempat ikerja idan iseringkali imengakibatkan situasi 
yang itidak inyaman, imerusak ihubungan ikerja, idan menurunkan 
produktivitas i(Azmi iet ial., i2020). 

Manusia iadalah imakhluk iTuhan iyang ipaling itinggi 
dibanding imakhluk iTuhan ilainnya. iManusia idi ianugerahi 
kemampuan iuntuk iberpikir, ikemampuan iuntuk imemilah i& 
memilih imana iyang ibaik i& imana iyang iburuk. iDengan 
kelebihan iitulah imanusia iseharusnya imampu imengelola 
lingkungan idengan ibaik. iTidak ihanya ilingkungan iyang iperlu 
dikelola idengan ibaik, kehidupan isocial imanusiapun 
perluidikelola idengan ibaik.Khususnya idalam ipenanggulangan 
masalah iyang irelatif ipelik i& isulit. iDisinilah idituntut ikearifan 
seorang ipemimpin idalam imengambil ikeputusan iagar imasalah 
dapat iterselesaikan idengan ibaik. 
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Terciptanya ikeselarasan ikerja idalam iberjalannya iroda 
kegiatan iorganisasi ibisa iterwujud ijika iindividu idan ikelompok 
yang iada idalam iorganisasi itersebut imenciptakan isuatu 
kerjasama iyang isaling imendukung isatu isama ilain, imenuju 
pencapaian itujuan iorganisasi. iKonflik iadalah ipergesekan iatau 
friksi iyang iterekspresikan idi iantara idua ipihakatau ilebih, idi 
mana imasing-masing imempersepsi iadanya iinterferensi idari 
pihak ilain, iyang idianggap imenghalangi ijalan iuntuk imencapai 
sasaran. iKonflik ihanya iterjadi ibila isemua ipihak iyang iterlibat, 
mencium iadanya iketidaksepakatan i(Asnawati iand iLihu, i2018). 

Konflik idapat imenjadi imasalah iserius idalam isetiap 
organisasi, itanpa ipeduli iapapun ibentuk idan itingkat 
kompleksitas iorganisasi itersebut. iKonflik itersebut imungkin 
tidak imembawa ikematian ibagi iorganisasi, itetapi ipasti idapat 
menurunkan ikinerja ioerganisasi iterebut, ijika ikonflik itersebut 
dibiarkan iberlarut-larut itanpa ipenyelesaian. iDalam ihal iinilah 
peran ipemimpin isangat imenentukan, ibagaimana ipemimpin iitu 
dapat mengelola konflik dengan baik, ibahkan ibias menjadikannya 
sebagai ihal isesuatu iyang idapat imemacu motivasi idan ibukan 
menurunkan itingkat ikinerja ibawahan. Oleh karena iitu ikeahlian 
pemimpin idalam imengeloal ikonflik isangat diperlukan idalam 
sebuah iorganisasi. 

Konflik imerupakan isesuatu iyang itidak idapat 
dihindarkan idalam ikehidupan. iBahkan isepanjang ikehidupan, 
manusia isenantiasa idihadapkan idan ibergelut idengan ikonflik. 
Demikian ihalnya idengan ikehidupan iorganisasi. iAnggota 
organisasi isenantiasa idihadapkan ipada ikonflik. iPerubahan iatau 
inovasi ibaru isangat irentan imenimbulkan ikonflik i(destruktif), 
apalagi ijika itidak idisertai ipemahaman iyang imemadai iterhadap 
ide-ide yang berkembang.Manajemen ikonflik isangat berpengaruh 
bagi anggota organisasi. Pemimpin iorganisasi dituntut imenguasai 
manajemen konflik iagar ikonflik iyang imuncul idapat iberdampak 
positif iuntuk imeningkatkan imutu iorganisasi. i 
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Manajemen ikonflik imerupakan iserangkaian iaksi idan 
reaksi iantara ipelaku imaupun ipihak iluar idalam isuatu ikonflik. 
Manajemen ikonflik itermasuk ipada isuatu ipendekatan iyang 
berorientasi ipada iproses iyang imengarahkan ipada ibentuk 
komunikasi i(termasuk itingkah ilaku) idari ipelaku imaupun pihak 
luar idan ibagaimana imereka imempengaruhi ikepentingan 
(interests) idan iinterpretasi. iBagi ipihak iluar i(di iluar iyang 
berkonflik) isebagai ipihak iketiga, iyang idiperlukannya iadalah 
informasi iyang iakurat itentang isituasi ikonflik. iHal iini ikarena 
komunikasi iefektif idi iantara ipelaku idapat iterjadi ijika iada 
kepercayaan iterhadap ipihak iketiga i(Bevy Gulo, 2019). 

Manajemen ikonflik imerupakan ilangkah-langkah iyang 
diambil ipara ipelaku iatau ipihak iketiga idalam irangka 
mengarahkan iperselisihan ike iarah ihasil itertentu iyang mungkin 
atau itidak imungkin imenghasilkan isuatu iakhir iberupa 
penyelesaian ikonflik idan imungkin iatau itidak imungkin 
menghasilkan iketenangan, ihal ipositif, ikreatif, ibermufakat, iatau 
agresif. iManajemen ikonflik idapat imelibatkan ibantuan idiri 
sendiri, ikerjasama idalam imemecahkan imasalah i(dengan iatau 
tanpa ibantuan ipihak iketiga) iatau ipengambilan ikeputusan ioleh 
pihak iketiga. iSuatu ipendekatan iyang iberorientasi ipada iproses 
manajemen ikonflik imenunjuk ipada ipola ikomunikasi i(termasuk 
perilaku) ipara ipelaku idan ibagaimana imereka imempengaruhi 
kepentingan idan ipenafsiran iterhadap ikonflik 

Manajemen ikonflik isangat iberpengaruh ibagi isemua 
pemberi iPelayanan iKesehatan. iManajemen ikonflik imerupakan 
serangkaian iaksi idan ireaksi iantara ipelaku imaupun ipihak iluar 
dalam isuatu ikonflik. iManajemen ikonflik itermasuk ipada isuatu 
pendekatan iyang iberorientasi ipada iproses iyang imengarahkan 
pada ibentuk ikomunikasi i(termasuk itingkah ilaku) idari ipelaku 
maupun ipihak iluar idan ibagaimana imereka imempengaruhi 
kepentingan i(interests) idan iinterpretasi. iBagi ipihak iluar i(di 
luar iyang iberkonflik) isebagai ipihak iketiga, iyang idiperlukannya 
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adalah iinformasi iyang iakurat itentang isituasi ikonflik. iHal iini 
karena ikomunikasi iefektif idi iantara ipelaku idapat iterjadi ijika 
ada ikepercayaan iterhadap ipihak iketiga. iManajemen ikonflik 
dapat imelibatkan ibantuan idiri isendiri, ikerjasama idalam 
memecahkan imasalah i(dengan iatau itanpa ibantuan ipihak 
ketiga) iatau ipengambilan ikeputusan ioleh ipihak iketiga. iSuatu 
pendekatan iyang iberorientasi ipada iproses imanajemen ikonflik 
menunjuk ipada ipola ikomunikasi i(termasuk iperilaku) ipara 
pelaku idan ibagaimana imereka imempengaruhi ikepentingan dan 
penafsiran iterhadap ikonflik i(Huda, Prihatini and Paramu, 2019). 

Terjadinya ikonflik idalam iPelayanan iKesehatan 
merupakan isesuatu ihal iyang itidak idapat idihindarkan. iHal iini 
terjadi ikarena idi isatu isisi iorang-orang iyang iterlibat idalam 
organisasi imempunyai ikarakter, itujuan, ivisi, imaupun igaya yang 
berbeda-beda. iDi isisi ilain iadanya isaling iketergantungan antara 
satu idengan iyang ilain iyang imenjadi ikarakter isetiap organisasi. 
Tidak isemua ikonflik imerugikan iRumah iSakit i. iKonflik iyang 
ditata idan idikendalikan idengan ibaik idapat imenguntungkan 
organisasi isebagai isuatu ikesatuan. iDalam imenata ikonflik dalam 
pelayanan iKesehtaan i idiperlukan iketerbukaan, ikesabaran iserta 
kesadaran semua fihak yang terlibat imaupun iyang 
berkepentingan idengan ikonflik iyang iterjadi idalam iorganisasi. 

Adapun itahapan ikonflik iMenurut i(Pratama et al., 
2021)pada iumumnya ikonflik iberlangsung idalam ilima itahap, 
yaitu itahap ipotensial, ikonflk iterasakan, ipertentangan, ikonflik 
terbuka, idan iakibat ikonflik. i 
1. Tahap ipotensial, iyaitu imunculnya iperbedaan idi iantara 

individu, iorganisasi, idan ilingkunan imerupakan ipotensi 
terjadinya ikonflik 

2. Konflik iterasakan, iyaitu ikondisi iketika iperbedaan iyang 
muncul idirasakan ioleh iindividu, idan imereka imulai 
memikirkannya 
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3. Pertentangan, iyaitu iketika ikonflik iberkembang imenjadi 
perbedaan ipendapat idi ianatara iindividu iatau ikelompok 
yang isaling ibertentangan 

4. Konflik iterbuka, iyaitu itahapan iketika ipertentangan 
berkembang imenjadi ipermusuhan isecara iterbuka 

5. Akibat ikonflik, iyaitu itahapan iketika ikonflik 
menimbulkan idampak iterhadap ikehidupan idan ikinerja 
organisasi. i 

 
Jika ikonflik iterkelola idengan ibaik, imaka iakan 

menimbulkan ikeuntungan, iseperti itukar ipikiran, iide idan 
menimbulkan ikreativitas. iTetapi ijika itidak idikelola idengan 
baik, idan imelampaui ibatas, imaka iakan imenimbulkan ikerugian 
seperti isaling ipermusuhan. 

Untuk imenagani ikonflik idenga iefektif, imaka ikita iharus 
mengetahui ikemapuan idiri isendiri idn ijuga ipihak-pihak iyang 
mempunyai ikonflik i(Dauh, iSukadana iand iWidyantara, i2020). 
Ada ibeberapa icara iuntuk imenangani ikonflik iantara ilain i: 
1. Introspeksi idiri: iBagaimana ikita ibiasanya imengahadapi 

konflik? iGaya iapa iyang idigunakan? iApa isaja iyang 
menjadi idasar idan ipersepsi ikita. iHal iini ipenting iuntuk 
dilakukan isehingga ikita idapat imengukur ikekuatan ikita. 

2. Mengevaluasi ipihak-pihak iyang iterlibat: iSangat ipenting 
bagi ikita imengetahui ipihak-pihak iyang iterlibat. iKita 
dapat imengidentifikasi ikepentingan iapa i isaja iyang 
mereka imiliki, ibagaimana inilai idan isikp imereka iatas 
konflik itersebut idan iada iperasaan imereka iatas 
terjadinya ikonflik. iKesempatan ikita iuntuk isukses idlam 
menangani ikonflik isemakin ibesar ijika ikita imelihat 
konflik iyang iterjadi idari isemua isudut ipandang 

3. Identifikasi isumber ikonflik: iSeperti idituliskan idi iatas, 
konflik itidak iakan iterjadi ibegitu isaja. iSumber ikonflik 
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sebaiknya idapat idiidentifikasisehingga isasaran 
penangannya ilebih iterarah ikepda isebab ikonflik i 

4. Mengetahui ipilihan ipenyelesaian iatau ipenangan ikonflik 
iyang iada idan imemilih iyang itepat. i 

 
Menurut i(Wardana iet ial., i2020) iTerdapat ilima itindakan 

yang itepat iyang idapat ikita ilakukan idalam ipenanganan ikonflik: 
1. Berkompetisi i: iTindakan iyang ibertujuan iuntuk 

memaksakan ikehendak isendiridiatas ikepentingan iorang 
lain i 

2. Menghindari konflik. Usaha yang dilkukan untuk 
menghindari idiri idari ikonflik ibaik isecar ifisik imaupun 
psikologis idengan itujuan iuntuk imenunda ikonflik iyang 
terjadi i 

3. Akomodasi iadalah iUsaha imenyelesaikan ikonflik idengan 
cara imengorbankan ibeberapa ikepentingan ipribadi iagar 
orang ilain imendapat ikeuntungan idari isituasi ikonflik 
tersebut i 

4. Kompromi iadalah iPenanganan ikonflik iapabila ikedua 
belah ipihak imerasa ibahwa ikedua ihal itersebut isama-
sama ipentingdan ihubungan ibaik imenjadi ialasan iutama. 

5. Berkolaborasi iadalah iMenciptakan isituasi imenag-
menang idan isling ibekerjasama 

 
Menangani ikonflik idengan iefektif, imemiliki idampak 

positif iuntuk ikelanjutan isebuah ipelayanan iRumah iSakit,  
sehingga ipelayanan itersebut idapat ibertahan idan iberhasil 
menjalankan isetiap iprogram ipelayanan iKesehatan. iPenyebab 
konflik imeliputi: iketidakjelasan iuraian itugas, igangguan 
komunikasi, itekanan iwaktu, istandar, ikebijakan iyang itidak jelas, 
perbedaan istatus, idan iharapan iyang itidak itercapai. iKonflik 
dapat idicegah iatau idiatur idengan imenerapkan idisiplin, 
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komunikasi iefektif, idan isaling ipengertianiantara isesama rekan 
kerja. 

Untuk imengembangkan ialternatif isolusi iagar idapat 
mencapai isatu ikesepakatan idalam ipemecahan ikonflik idalam 
pelayanan ikesehatan, diperlukkan ikomitmen iyang isungguh 
sungguh. iAda ibeberapa istragtegi iyang idapat idigunakan, antara 
lain i; iakomodasi, ikompetisi, ikolaborasi, inegosiasi, idan 
kompromi. I 

 

8.5 Tujuan Manajemen Konflik 
Konflik imerupakan isuatu ifenomena iyang isering ikali 

tidak ibisa idihindari idan imenghambat ipencapaian itujuan 
organisasi. iSumber idaya iorganisasi i– isumber idaya imanusia, 
sumber idaya ifinancial, idan isumber idaya itekhnolgi i- digunakan 
untuk imenyelesaikan isuatu ikonflik ibukan iuntuk meningkatkan 
produktivitas iorganisasi i(Muslim, i2013). iOleh ikarena iitu, 
manajemen ikonflik iharus idilakukan isecara isistematis iuntuk 
mencapai isuatu itujuan, itujuan-tujuan idari imanajemen ikonflik 
yaitu i: 
a. Mencegah igangguan ikepada ianggota iorganisasi iuntuk 

memfokuskan idiri ipada ivisi, imisi idan itujuan organisasi. 
b. Memahami iorang ilain idan imenghormati ikeberagaman. i 
c. Meningkatkan ikreativitas. i 
d. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan 

berdasarkan pemikiran berbagai iinformasi idan isudut 
pandang. i 

e. Memfasilitasi ipelaksanaan ikegiatan imelalui iperan iserta, 
pemahaman ibersama, idan ikerja isama. i 

f. Menciptakan iprosedur idan imekanisme ipenyelesaian 
konflik. i 

g. Menimbulkan iiklim iorgnisasi ikonflik idan ilingkungan 
kerja iyang itidak imenyenangkan: itakut, imoral, irendah, 
sikap isaling icuriga. i 
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h. Meningkatkan iterjadinya ipemogokan. i 
i. Mengarahkan ipada isabotase ibagipihak iyang ikalah 

dalam ikonflik. i 
j. Mengurangi iloyalitas idan ikomitmen iorganisasi. i 
k. Tergantung iproses iproduksi idan ioperasi. i 
l. Meningkatkan ibiaya ipengadilan ikarena ituntutan 

karyawan iyang imengajukan ikonflik ike ipengadilan. 
 

8.6 Cara Mengatasi Manajemen Konflik 
Pemimpin iorganisasi idituntut imenguasai imanajemen 

konflik iagar ikonflik iyang imuncul idapat iberdampak ipositif 
untuk imeningkatkan imutu iorganisasi i(Anwar, i2018). iCara 
mengatasi imanajemen ikonflik iadalah i: 
1. Avoiding: gaya seseorang iatau iorganisasi iyang cenderung 

untuk imenghindari iterjadinya ikonflik. iHal-hal iyang 
sensitif idan ipotensial imenimbulkan ikonflik sedapat 
mungkin idihindari isehingga itidak menimbulkan ikonflik 
terbuka. i 

2. Accomodating: igaya iini imengumpulkan idan 
mengakomodasikan ipendapat-pendapat idan kepentingan 
pihak-pihak iyang iterlibat ikonflik, iselanjutnya idicari 
jalan keluarnya dengan itetap imengutamakan kepentingan 
ipihak ilain atas idasar imasukan-masukan yang idiperoleh.  

3. Compromising: imerupakan igaya imenyelesaikan ikonflik 
dengan icara imelakukan inegosiasi iterhadap ipihak-pihak 
yang iberkonflik, isehingga ikemudian imenghasilkan 
solusi i(jalan itengah) iatas ikonflik iyang isamasama 
memuaskan i(lose-lose isolution). 

4. Competing: iartinya ipihak-pihak iyang iberkonflik isaling 
bersaing untuk imemenangkan ikonflik, idan pada akhirnya 
harus ada pihak yang dikorbankan (dikalahkan) 
ikepentingannya demi itercapainya ikepentingan ipihak 
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ilain iyang ilebih ikuat iatau iyang ilebih iberkuasa 
i(winlose isolution). i 

5. Collaborating: idengan icara iini ipihak-pihak iyang isaling 
bertentangan iakan isama-sama imemperoleh ihasil iyang 
memuaskan, ikarena imereka ijustru ibekerja isama isecara 
sinergis idalam imenyelesaikan ipersoalan, idengan itetap 
menghargai kepentingan pihak lain. Singkatnya, 
kepentingan kedua ipihak itercapai i(menghasilkan iwin-
win isolution). i 

6. Conglomeration (mixtured itype): icara iini imenggunakan 
kelima istyle ibersama-sama idalam ipenyelesaian ikonflik. 

 
Selain iitu imenurut i(Eriyanti, iArafat iand iEddy, i2021) 

cara imengatasi imanajemen ikonflik iadalah i: 
1. Ciptakan sistem idan ipelaksanaan ikomunikasi iyang 

efektif. i 
2. Cegahlah ikonflik iyang idestruktif isebelum iterjadi. i 
3. Tetapkan iperaturan idan iprosedur iyang ibaku iterutama 

yang imenyangkut ihak ikaryawan. i 
4. Atasan mempunyai peranan penting idalam menyelesaikan 

konflik iyang imuncul. i 
5. Ciptakanlah iiklim idan isuasana ikerja iyang iharmonis. i 
6. Bentuklah iteam iwork idan ikerja-sama iyang ibaik iantar 

kelompok/ iunit ikerja. i 
7. Semua ipihak ihendaknya isadar ibahwa isemua 

unit/eselon imerupakan imata irantai iorganisasi iyang 
saling imendukung, ijangan iada iyang imerasa ipaling 
hebat. i 

8. Bina idan ikembangkan irasa isolidaritas, itoleransi, idan 
saling ipengertian iantar iunit/departemen/ ieselon. 

 
Berdasarkan iuraian idi iatas, imaka ipenulis menyimpulkan 

bahwa idalam imengatasi imanajemen ikonflik idi isebuah 
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organisasi imerupakan isalah isatu idisiplin, ikomunikasi, 
mendengarkan isecara iaktif. iCara iini imerupakan isalah isatu 
tolok iukur ipada ipencapaian itujuan iorganisasi. 

 

8.7 Dampak Manajemen Konflik 
Pemimpin iorganisasi idituntut imenguasai imanajemen 

konflik iagar ikonflik iyang imuncul idapat iberdampak ipositif 
untuk imeningkatkan imutu iorganisasi i(Fauzan Ahmad Siregar 
and  Lailatul Usriyah, 2021). iDampak imanajemen ikonflik adalah: 
1. Meningkatkan ijumlah iabsensi ikaryawan idan iseringnya 

karyawan imangkir ipada iwaktu ijam-jam ikerja 
berlangsung iseperti imisalnya ingobrol iberjam-jam 
sambil imendengarkan isandiwara iradio, iberjalan 
mondar-mandir imenyibukkan idiri, itidur iselama 
pimpinan itidak iada idi itempat, ipulang ilebih iawal iatau 
datang iterlambat idengan iberbagai ialasan iyang itak 
jelas. i 

2. Banyak ikaryawan iyang imengeluh ikarena isikap iatau 
perilaku iteman ikerjanya iyang idirasakan ikurang iadil 
dalam imembagi itugas idan itanggung ijawab. iSeringnya 
terjadi iperselisihan antar karyawan iyang ibisa 
memancing kemarahan, ketersinggungan iyang 
akhirnyaidapat imempengaruhi ipekerjaan, ikondisi ipsikis 
dan ikeluarganya. 

 
Selain iitu imenurut i(Polopadang, Tewal and Walangitan, 

2019) iDampak imanajemen ikonflik iadalah isebagai iberikut i: 
1. Produktifitas imenurun i 
2. Krisis ikepercayaan i 
3. Formasi ikoalisi idengan iposisi-posisi iyang ibertentangan 
4. Kerahasiaan idan ialiran iinformasi imenurun i 
5. Masalah imoral i 
6. Konsumsi iwaktu itang ibanyak isekali i 
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7. Kelumpuhan ipengambilan ikeputusan. 
 

Selanjutnya imenurut i(Bintari and Muara, 2018), dampak 
imanajemen ikonflik iadalah isebagai iberikut i: 
a. Terjadinya igangguan ipsikologis. i 
b. Gangguan ifisik. i 
c. Gangguan itingkah ilaku. i 
d. Timbulnya istres ikrn imenghadapi ilingkungan ikonflik. 

 
Berdasarkan iuraian idi iatas, imaka ipenulis menyimpulkan 

bahwa idampak imanajemen ikonflik imerupakan isalah isatu 
meningkatnya iabsensi, iturunya iproduktivitas, igannguan ifisik, 
dan imasalah imoral. iDampak iini imerupakan ifaktor iyang 
mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi dalam meningkatkan 
kinerja ipegawai. 
8.7.1 Pengaruh Positif 

Konflik idapat imenimbulkan idampak iatau ipengaruh 
positif ijika ikonflik itersebut idimanajemen idengan ibaik i(Bintari 
and Muara, 2018). ibeberapa imanfaat idari ikonflik, iyaitu i: 
1. Konflik iakan imencegah istagnasi. i 
2. Konflik iakan imemberikan istimulasi iterhadap itimbulnya 

rasa ipenting idan ikeingintahuan. i 
3. Konflik idapat imembantu ibagi ipengujian ikemampuan, 

sangat berguna untuk keperluan belajar dan 
pengembangan. i 

4. Konflik iakan imenjadi imedia ipengungkapan ipersoalan, 
sehingga idapat idi ipelajari ijalan ipemecahannya. i 

5. Konflik idapat imembantu iorang i– iorang idan ikelompok 
untuk imenciptakan iidentitas idan icitra imereka. i 

6. Konflik imerupakan idasar ibagi iterjadinya iperubahan, 
baik iperorangan imaupun iperubahan isosial. 
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8.7.2 Pengaruh Negatif 
Sedangkan idampak iatau ipengaruh iyang iditimbulkan jika 

konflik itidak idimanajemen idengan ibaik iatau isuatu perusahaan 
tidak imemiliki imanajemen ikonflik iyang ibaik iuntuk imengatasi 
suatu ikonflik idi idalamnya i(Bintari iand iMuara, i2018). iMaka 
akan imengakibatkan isebagai iberikut i: 
1. Tidak ilagi isejalan iantar iseseorang idengan iorang ilain 

atau ikelompok idengan ikelompok ilain iuntuk imenuju 
tujuan iperusahaan. i 

2. Dapat imenurunkan ikinerja ikaryawan. i 
3. Menghambat itumbuh ikembang ikerjasama idalam 

perusaahaan. 
4. Dapat imenghalangi ikerjasama ianatar iindividu. i 
5. Dapat imenggangu isaluran ikomunikasi iantar ikaryawan. 

 

8.8 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 
Manajemen Konflik 

Dalam iorganisasi iakan iterjadi iyang inamanya ikonflik, 
tetapi ikonflik iterjadi ikarena iterdapat ibeberapa ifaktor iyang 
mempengaruhinya isalah isatu idengan ipihak imemiliki iansipirasi 
yang itinggi ikarena ialternatif iyang ibersifat iintergratif idinilai 
sulit ididapat i(Eriyanti, iArafat iand iEddy, i2021). ifaktor-faktor 
yang imempengaruhi imanajemen ikonflik iyaitu isebagai iberikut: 
1. Perbedaan iindividu iyang imeliputi iperbedaan ipendirian 

dan iperasaan. i 
2. Dianggap iremeh. iSeseorang ibisa imerasa imendapatkan 

konflik, ibila imerasa idianggap iremeh ioleh iorang ilain i 
3. Dirugikan. Merasa idirugikan iadalah ikeadaan idimana 

seseorang itidak imendapatkan ihak idan ikewajiban 
secara iproporsional. i 

4. Beban ikerja. Tuntutan iprofessional ikerja, ibisa membuat 
iseseoarng imemiliki ibeban ikerja iberat. i 
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5. Perubahan. iPerubahan ijuga ibisa iterjadi ipada ipekerjaan 
yang iberada ipada ibatas iartinya ipekerjaan iharus segera 
imungkin idiselesaikan. 

 
Sedangkan imenurut i(Wahyuni iand iHasaniyah, i2019) 

faktor-faktor iyang imempengaruhi imanajemen ikonflik iyaitu 
sebagai iberikut i: 
a. Persepsi imengenai ipenyebab ikonflik. i iPersepsi 

seseorang imengenai ipenyebab ikonflik iakan 
memengaruhi igaya imanajemen ikonfliknya. i 

b. Ekspektasi iatas ireaksi ilawan ikonfliknya. iSeseorang 
yang imenyadari ibahwa iia imenghadapi ikonflik iakan 
menyusun istrategi idan itaktik iuntuk imenghadapi ilawan 
konfliknya. i 

c. Pola ikomunikasi idalam iinteraksi ikonflik. iKonflik 
merupakan iproses iinteraksi ikomunikasi idiantara ipihak-
pihak iyang iterlibat ikonflik. 

 
Selanjutnya imenurut i(Fathorrahman, i2018), ifaktor-

faktor iyang imempengaruhi imanajemen ikonflik iadalah i: 
1. Pemecahan imasalah isecara isederhana. iFokusnya tertuju 

ipada ipenyelesaian imasalah idan iorang-orangnya itidak 
imendapatkan iperhatian iutama. i 

2. Penyesuaian iatau ikompromi. iKedua ipihak ibersedia 
saling imemberi idan imenerima, inamun itidak iselalu 
langsung itertuju ipada imasalah iyang isebenarnya. i 

3. Tidak isepakat. iTingkat ikonflik iini iditandai idengan 
pendapat iyang idiperdebatkan. i 

4. Kalah iatau imenang. iIni iadalah iketidaksepakatan iyang 
disertai isikap ibersaing iyang iamat ikuat. 

 
Berdasarkan iuraian idi iatas, imaka imenyimpulkan ibahwa 

faktor-faktor imempengaruhi imanajemen ikonflik iadalah isalah 
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satu iperbedaan iindividu, iperbedaab ilatar ibelakang, idan 
perbedaan ikepentingan. iPerbedaan ihal iini imerupakan isuatu 
faktor iutama ibagi ikinerja ipegawai iyang iakan imembuat 
organisasi isulit iuntuk imencapai itujuan isecara imaksimal. 

Gaya imanajemen ikonflik iyang idigunakan ipihak-pihak 
yang iterlibat ikonflik idipengaruhi ioleh ibeberapa ifaktor. iFaktor-
faktor itersebut iantara ilain i: 
a. Asumsi iMengenai iKonflik i 

 Asumsi iseserorang imengenai ikonflik iakan 
mempengaruhi ipola iperilakunya idalam imenghadapi isituasi 
konflik. iBirokrat iyang iberpendapat ikonflik imerupakan 
sesuatu iyang iburuk idan iakan iberusaha imenekan ilawan 
konfliknya idengan imenggunakan igaya imanajemen ikonflik 
kompetisi. iIa imenganggap ikonflik imerupakan ipelanggaran 
norma, iperaturan iatau itatanan ibirokrasi.sebaiknya, 
seseorang ibirokrat iyang imenganggap ikonflik iadalah ibaik 
dan itoleran iterhadap ikonflik iakan imenggunakan igaya 
manajemen ikonflik ikolaborasi iatau ikompromi idalam 
memanajemeni ikonflik. 

b. Persepsi iMengenai iPenyebab iKonflik i 
 Persepsi iseseorang imengenai ipenyebab ikonflik 
akan imempengaruhi igaya imanajemen ikonfliknya. iPresepsi 
seseorang imenganggap ipenyebab ikonflik imenentukan 
kehidupan iatau iharga idirinya iakan iberupaya iuntuk 
berkompetensi idan imemenangkan ikonflik. iSebaliknya, ijika 
seseorang imenganggap ipenyebab ikonflik itidak ipenting bagi 
kehidupan iatau iharga idirinya, iia iakan imenggunakan ipola 
menghindar idalam imenghadapinya. 

c. Pola iKomunikasi iDalam iInteraksi iKonflik 
 Konflik imerupakan ipola iinteraksi ikomunikasi idi 
antara ipihak isecara ipersuasif i, itanpa igangguan idan 
menggunakan ihumor. 
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d. Kekuasaan iyang iDimiliki i 
 Konflik imerupakan ipermainan ikekuasaan idi antara 
kedua ibelah ipihak iyang iterlibat ikonflik. iJika ipihak iyang 
terlibat ikonflik imerasa imemiliki ikekuasaan iyang ilebih 
besar idari ilawan ikonfliknya, ikemungkinan ibesar iia itidak 
mau imengalah idalam iinteraksi ikonflik. iTerlebih ilagi, ijika 
masalah ikonfliknya isangat iesensial ibagi ikehidupannya. 
Sebaliknya, ijika iia imempunyai ikekuasaan ilebih irendah dan 
memprediksikan ibahwa idirinya itidak ibiasa imenang dalam 
konflik, iia iakan imenggunakan igaya imanajemen ikonflik 
kompromi, iakomodasi idan imenghindar. 

e. Sumber iyang iDimiliki i 
 Gaya imanajemen ikonflik iyang idigunakan ioleh 
pihak iyang iterlibat ikonflik idi ipengaruhi ioleh isumber-
sumber iyang imemilikinya. iSumber-sumber itersebut antara 
lain i: ikekuasaan, ipengetahuan, ipengalaman idan iuang. 

f. Kepribadian i 
 Kepribadian iseseorang imempengaruhi igaya 
manajemen ikonfliknya. iSeseorang iyang imempunyai igaya 
pemberani, itidak isabar idan iberambisi iuntuk imenang 
cenderung imemilih igaya iberkompetisi isedangkan iorang-
orang iyang ipenakut idan ipasif icenderung iuntuk 
menghindari ikonflik. 
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BAB 9 
KEBIJAKAN DALAM LAYANAN 
KESEHATAN  
 
Oleh Ryryn Suryaman Prana Putra 
 
9.1 Konsep Kebijakan Kesehatan 

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan 
keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang 
mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai 
baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama 
para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam 
berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan 
proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan 
(Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, 
meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang 
tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum 
tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan 
harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik 
yang ada (Dunn, 1999 dalam Meo dkk, 2015). 

Kebijakan kesehatan adalah tujuan dan sasaran, sebagai 
instrumen, proses dan gaya dari suatu keputusan oleh pengambil 
keputusan, termasuk implementasi serta penilaian (Lee, Buse & 
Fustukian, 2002 dalam Nurpaida, 2015). Kebijakan kesehatan 
adalah serangkaian keputusan, rencana, dan tindakan yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik kesehatan dalam 
masyarakat. Ahli lain menyebut kebijakan kesehatan sebagai 
kebijakan yang bertujuan memberi dampak positif terhadap 
kesehatan populasi (Leeuw, 2017 dalam Sebayang, 2020). 
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Kebijakan Kesehatan adalah konsep dan garis besar 
rencana suatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi 
pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai 
derajat kesehatan yang optimal pada seluruh rakyatnya (AKK USU, 
2010 dalam Meo dkk, 2015). Kebijakan kesehatan merupakan 
pedoman yang menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan 
kesehatan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan 
memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah 
(Depkes RI, 2009 dalam Meo dkk, 2015). 

Kebijakan kesehatan di Indonesia dapat digambarkan 
sebagai berikut (Meo dkk, 2015)  : 
1. Isu strategis 

a. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan 
yang bermutu belum optimal. 

b. Sistem perencanaan dan penganggaran departemen 
kesehatan belum optimal. 

c. Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan 
kesehatan masih kurang memadai. 

d. Dukungan departemen kesehatan untuk melaksanakan 
pembangunan kesehatan masih terbatas. 

2. Strategi kesehatan di Indonesia 
a. Mewujudkan komitmen pembangunan kesehatan. 
b. Meningkatkan pertanggungjawaban dan 

pertanggunggugatan. 
c. Membina sistem kesehatan dan sistem hukum di bidang 

kesehatan. 
d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kesehatan. 
e. Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan. 

 
Kebijakan pelayanan kesehatan adalah kebijakan yang 

berfokus pada pelayanan kesehatan sebagai upaya terorganisir 
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untuk mengobati atau merawat penyakit, keadaan disabilitas, 
ataupun kecacatan (Leeuw, Breton, Clavier, 2014 dalam Sebayang, 
2020). Adapun, upaya-upaya kesehatan tersebut dilakukan dengan 
mengatur dan meregulasi keberadaan tenaga kesehatan 
profesional, kesediaan farmasi, pembiayaan sistem kesehatan, dan 
akses terhadap fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan berarti 
perawatan terhadap penyakit yang berfokus pada kondisi individu, 
alih-alih populasi (Sebayang, 2020 ). 

Kebijakan tenaga kesehatan mencakup kebijakan-kebijakan 
ataupun strategi untuk mencapai angka, distribusi, dan kualitas 
tenaga kesehatan untuk mencapai tujuan-tujuan kesehatan. 
Kebijakan tenaga kesehatan, contohnya, berupaya mengatasi 
kekurangan dokter ataupun perawat. WHO sendiri menyebut 
dengan tegas, sistem kesehatan hanya bisa berfungsi optimal 
dengan kehadiran tenaga kesehatan yang mencukupi (Sebayang, 
2020). 

Kesehatan global merupakan area kesehatan yang berfokus 
pada isu-isu kesehatan dunia (Mahendradhata, 2020 dalam 
Sebayang, 2020). Peristiwa kesehatan global umumnya 
menyertakan kerja sama lintas negara, bersifat multidisipliner, dan 
bertujuan untuk mencapai kesetaraan status kesehatan 
masyarakat dunia. Sementara, kebijakan kesehatan global meliputi 
upaya-upaya kesehatan pemerintah dunia untuk membentuk 
kebijakan kesehatan yang bersifat mendasar bagi masyarakat 
dunia.  Kebijakan kesehatan global memiliki prinsip yang khas, 
yakni ia memperhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat yang 
tinggal di planet bumi, alih-alih memperhatikan negara tertentu. 
Implementasi kebijakan kesehatan global melibatkan aktor-aktor 
lintas negara, mulai dari pemerintah domestik hingga masyarakat 
sipil. Beberapa ahli menyebut, ‘karantina’, seperti yang terjadi 
selama periode pandemi Covid-19, adalah bentuk kebijakan 
kesehatan global pertama (Sebayang, 2020). 
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Kebijakan luar negeri atau hubungan internasional adalah 
seperangkat tujuan yang mengatur hubungan aktivitas ataupun 
interaksi antara satu negara dengan negara lain. Kebijakan luar 
negeri juga bisa diartikan singkat sebagai strategi pemerintah 
suatu negara ketika berurusan dengan negara lain. Tujuan utama 
kebijakan luar negeri ialah memanfaatkan aktivitas diplomasi, 
seperti perbincangan, pertemuan, ataupun perjanjian, untuk 
mengatasi persoalan-persoalan internasional. Kesehatan adalah 
salah satu dimensi dalam kebijakan luar negeri. Sebab, 
kehadirannya dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
kesehatan global. Beberapa persoalan kesehatan memiliki dampak 
yang besar terhadap komunitas internasional sehingga perlu 
dibicarakan melalui dialog antar-negara. Beberapa permasalahan 
kesehatan dalam kebijakan luar negeri, seperti munculnya 
perasaan takut masyarakat dunia akibat pandemi, menyebarnya 
patogen penyakit-penyakit baru, hingga belum terbentuknya 
pandangan kesehatan sebagai hak asasi manusia (Sebayang, 2020). 

WHO menjelaskan kebijakan kesehatan mental sebagai 
pernyataan resmi pemerintah ataupun otoritas setempat untuk 
menyediakan visi, nilai, prinsip, dan tujuan serta menyediakan 
seperangkat tindakan untuk mencapai visi tersebut. Pemangku 
kepentingan dalam kebijakan kesehatan mental adalah orang atau 
organisasi yang memiliki ketertarikan mengembangkan kesehatan 
mental populasi. Kelompok tersebut termasuk, di antaranya orang 
dengan penyakit mental, anggota keluarga, pekerja profesional, 
pembuat kebijakan, dan pihak-pihak berkepentingan lain 
(Sebayang, 2020). 

Kebijakan asuransi kesehatan dapat dipahami sebagai 
kontrak antara penyedia asuransi, baik pemerintah ataupun 
perusahaan dengan individu ataupun instansi, seperti kantor atau 
pemberi kerja lainnya. Ketentuan mengenai kontrak tersebut, 
umumnya bisa diperpanjang, baik tahunan ataupun bulanan 
ataupun berlangsung seumur hidup dalam beberapa kasus. 
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Asuransi kesehatan adalah salah satu jenis asuransi yang 
menanggung biaya risiko akibat pengobatan. Kebijakan asuransi 
kesehatan umumnya mencakup biaya pengobatan yang perlu 
dikeluarkan seseorang di masa depan. Skema tersebut biasanya 
terdapat dalam perjanjian antara perusahaan asuransi dengan 
pelanggan yang sebelumnya telah setuju menjamin pembayaran 
ataupun kompensasi biaya medis ketika pelanggan mengalami 
sakit (Sebayang, 2020). 

 

9.2 Komponen dan Dasar Membuat Kebijakan 
Kesehatan 

Komponen kebijakan dapat dibagi ke dalam empat 
komponen menurut para ahli (Frenk J, 1993; Walt, 1994; Walt & 
Gilson, 1994; dan Buse, May & Walt, 2005 dalam Nurpaida, 2015): 
1. Konten. Konten kebijakan berhubungan dengan teknis dan 

istitusi. Konten kebijakan memiliki empat tingkat dalam 
pengoprasiannya yaitu : 
a. Sistemik atau menyeluruh di mana dasar dari tujuan dan 

prinsip-prinsip diputuskan. 
b. Programatik adalah prioritas-prioritas yang berupa 

perangkat untuk mengintervensi dan dapat dijabarkan 
ke dalam petunjuk pelaksanaan untuk pelayanan 
kesehatan 

c. Organisasi di mana difokuskan kepada struktur dari 
isntitusi yang bertanggung jawab terhadap 
implementasi kebijakan. 

d. Instrumen yang memfokuskan untuk mendapatkan 
informasi demi meningkatkan fungsi dari sistem 
kesehatan. 

2. Proses. Proses kebijakan adalah suatu agenda yang teratus 
melalui suatu proses rancang dan implementasi. Ada 
perbedaan model yang digunakan oleh analisis kebijakan 
antara lain : 
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a. Model Perspektif (Rational Model) yaitu semua asumsi 
yang mengformulasikan kebijakan yang masuk akal 
berdasarkan informasi yang benar. 

b. Model Incrementalist (Prioritas Pilihan) yaitu membuat 
kebujakan secara pelan dan bernegosiasi dengan 
kelompok-kelompok yang berminat untuk menyeleksi 
kebijakan yang diprioritaskan. 

c. Model Retional (Mixed Scanning Model) di mana penentu 
kebijakan mengambil langkah mereview secara 
menyeluruh dan membuat suatu negosiasi dengan 
kelompok-kelompok yang memprioritaskan model 
kebijakan. 

d. Model Puncuated Equilibria yaitu kebijakan difokuskan 
kepada isu yang menjadi pokok perhatian utama dari 
penentu kebijakan. 

3. Konteks. Konteks kebijakan adalah lingkungan atau setting 
di mana kebijakan itu dibuat dan diiplementasikan (Kitson, 
Ahmed, Harvey, Seers, Thompson, 1996). Faktor-faktor 
yang berada didalamnya antara lain politik, ekonomi, sosial 
dan kultur di mana hal-hal tersebut sangat berpengaruh 
terhadap formulasi dari proses kebijakan (Walt, 1994 ). 

4. Aktor. Aktor adalah mereka yang berada pasa pusat 
kerangka kebijakan kesehatan. Aktor-aktor ini biasanya 
memengaruhi proses pada tingkat pusat, provinsi, dan 
kabupaten/kota. Hubungan dari aktor dan peranannya 
(kekuasaannya) sebagai pengambil keputusan adalah 
sangat tergantung kepada kompromi politk, daripada 
dengan hal-hal dalam debat-debat kebijakan yang masuk di 
akal (Buse, May & Walt, 2005 dan Walt & Gilson, 1994). 
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Dasar-dasar dalam membuat kebijakan Kesehatan adalah 
sebagai berikut (Meo dkk, 2015) : 
1. Isu Strategis Pembangunan Kesehatan. Banyak masalah 

kesehatan dapat dideteksi dan diatasi secara dini di tingkat 
paling bawah. Jumlah dan mutu tenaga kesehatan belum 
memenuhi kebutuhan. Pemanfaatan pembiayaan kesehatan 
belum terfokus dan sinkron. Hasil sarana kesehatan bisa 
dijadikan pendapatan daerah. Masyarakat miskin belum 
sepenuhnya terjangkau dalam pelayanan kesehatan. Beban 
ganda penyakit dapat menimbulkan masalah lainnya secara 
fisik, mental dan sosial. 

2. Visi Strategis Pembangunan Kesehatan. Dengan 
memperhatikan isu strategis pembangunan kesehatan 
tersebut dan juga dengan mempertimbangkan 
perkembangan, masalah, serta berbagai kecenderungan 
pembangunan kesehatan ke depan maka ditetapkan visi 
pembangunan kesehatan oleh Departemen Kesehatan yaitu 
Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat. Masyarakat 
yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi di 
mana masyarakat Indonesia menyadari, mau, dan mampu 
untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan 
kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari 
gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit 
termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun 
lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk 
hidup sehat. 

3. Misi Strategis Pembangunan Kesehatan. Visi pembangunan 
kesehatan tersebut kemudian diejawantahkan melalui misi 
pembangunan kesehatan, yakni Membuat Rakyat Sehat. 
Misi kesehatan ini kemudian dijalankan dengan 
mengembangkan nilai-nilai dasar dalam pelayanan 
kesehatan yaitu berpihak pada rakyat, bertindak cepat dan 
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tepat, kerjasama tim, integritas yang tinggi, transparansi 
dan akuntabilitas. 

 

9.3 Proses Kebijakan 
Proses kebijakan adalah cara dari kebijakan itu diinisiasi, 

dikembangkan atau diformulasikan, dinegosiasikan, 
dikomunikasikan, diimplementasi dan dievaluasi (Sutcliffe & Court, 
2006 dalam Nurpaida, 2015). Ada dua langkah dalam 
memformulasikan proses kebijakan yaitu tentukan pilihan dari 
kebijakan dan pilihlah yang diutamakan. Pada kedua tahap ini 
pembuat kebiajakan idealnya harus memahami situasi yang 
spesifik dan membandingkan pilihan-pilihan secara rinci, sehingga 
dapat membuat keputusan untuk dapat diimplementasikan 
(Sutton, 1999 dalam Nurpaida, 2015). 

Proses pengembangan kebijakan menurut Brehaut dan 
Juzwishin adalah mengumpulkan, memproses, dan 
mendesiminasikan informasi yang berhubungan dengan kebijakan 
yang akan dikembangkan; mempromosikan pilihan-pilihan untuk 
langkah yang akan diambil; mengimplementasi pada pengambil 
keputusan; memberikan sanksi bagi yang tidak bisa menaati; dan 
mengevaluasi pencapaian (Breahaut & Juzwishin, 2005 dalam 
Nurpaida, 2015). 

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengerti suatu 
proses kebijakan adakah “stages heuristic” yaitu memilah proses 
kebijakan tersebut ke dalam suatu rangkaian tingkatan dengan 
menggunakan teori dan model serta tidak mewakili apa yang 
terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Langkah-langkahnya yang 
pertama, identifikasi masalah dan pengenalan akan hal-hal yang 
baru masuk termasuk besar persoalan-persoalannya. Kedua, 
formulasi kebijakan yang mengexplorasi siapa-siapa saja yang 
terlibat dalam perumusan kebijakan, bagaimana kabijakan itu 
disepakato dan bagaimana akan dikomunikasikan. Ketiga, 
implementasi kebijakan. Keempat, evaluasi kebijakan di mana 
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diidentifikasi apa saja yang terjadi termasuk hal-hal yang muncul 
dan tidak diharapkan dari suatu kebijakan (Pollard & court, 2005 
dalam Nurpaida, 2015). 
 

9.4 Implementasi Kebijakan 
Implementasi didefinisikan sebagai apa yang terjadi sesuai 

dengan harapan dan akibat dari kebijakan yang dirasakan (Deleon, 
1999 dalam Nurpaida, 2015). Contohnya, studi kebijakan upaya 
penanggulangan kekurangan garam yodium di mana kesenjangan 
antara aktor-aktor yang berperan dan proses juga implementasi 
tidak terlibat. Apabiala pada implementasi tidak mencapai apa 
yang diharapkan, kesalahan seing kali bukan pada kebijakan itu, 
namun kepada faktor politik atau managemen implementasi yang 
tidak mendukung (Juma & Clark, 1995 dalam Nurpaida, 2015). 

Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi 
kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan 
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah dimana tugas 
implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan 
tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi 
pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan 
(policy stakeholders) (Subarsono, 2005 dalam Meo dkk, 2015).  

Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan 
dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan 
kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika 
bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan 
penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari 
masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di 
dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan 
alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan 
konkrit atau mikro (Parsons, 2008 dalam Meo dkk, 2015).  

Langkah implementasi kebijakan dapat disamakan dengan 
fungsi actuating dalam rangkaian fungsi manajemen. Aksi disini 
merupakan fungsi tengah yang terkait erat dengan berbagai fungsi 
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awal, seperti perencanaan (planning), pengorganisasian 
(organizing), pembelahan personil (stuffing) dan pengawasan 
(controlling). Sebagai langkah awal pada pelaksananan adalah 
identifikasi masalah dan tujuan serta formulasi kebijakan.   Untuk 
langkah akhir dari rangkaian kebijakan berada pada monitoring 
dan evaluasi (Abidin, 2002 dalam Meo dkk, 2015). Implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel dan masing-masing 
variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam 
pandangan Edward III (1980) dalam Meo dkk (2015), 
implementasi kebijakan mempunyai 4 variabel yaitu :  
1. Komunikasi, implementasi kebijakan mensyaratkan 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa 
yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 
ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan 
mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan 
sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak 
diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka 
kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran 
(Subarsono, 2005 dalam Meo dkk, 2015). Semakin tinggi 
pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan 
mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam 
mengaplikasikan kebijakan (Indiahono, 2009 dalam Meo 
dkk, 2015). 

2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 
implementor kekurangan sumber daya untuk 
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. 
Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia maupun sumberdaya finansial (Subarsono, 2005 
dalam Meo dkk, 2015).  

3. Disposisi adalah watak dan karateristik yang dimiliki oleh 
implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia 
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akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa 
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 
implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda 
dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi 
kebijakan juga menjadi tidak efektif (Subarsono, 2005).  

4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari 
aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 
adanya prosedur operasi yang standar (SOP atau Standard 
Operating Procedures). SOP menjadi pedoman bagi setiap 
implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang 
terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan 
dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang 
rumit dan kompleks. Ini menyebabkan aktivitas organisasi 
tidak fleksibel (Subarsono, 2005).  

 

9.5 Analisis Kebijakan 
Springate, Baginski & Soussan (2007) dalam Nurpaida 

(2015) menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan untuk 
melaksanakan suatu analisis dari kebijakan yaitu : 
1. Untuk dapat memahami proses kebijakan yang 

dikembangkan dan diimplemantasi. 
2. Untuk mengetahui tujuan dan motivasi di balik kebijakan 

yang diimplementasi termasuk fokus pada pendekatan 
pendapatan keluarga dan kemiskinan. 

3. Untuk memahami cara kebijakan tersebut berpengaruh 
terhadap area keberadaan pendapatan keluarga. 

4. Untuk memahami area-area yang potensial untuk 
diintervensi dalam proses kebiajkan. 

Analisis dari kebijakan umumnya bersifat retrospektif yaitu 
dengan mengexplorasi determinan- determinan kebijakan 
(bagaimana memasukkan dalam agenda yang diawali dari 
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perumusan) dan apa kontennya. Untuk melakukan analisis 
hubungan antara proses kebijakan dan implementasi ada beberapa 
langkah yang diusulkan (Blaike et al, 2001 dalam Nurpaida, 2015). 
1. Milestones Kunci Kebijakan. Merupakan keseluruhan dari 

kebijakan yang lampau, yang sudah ada, peraturan-
peraturan, program-program yang sementara dijalankan. 

2. Konteks Pemerintah dan Politik. Kelanjutan proses 
kebijakan adalah antara konteks dan gaya birokrasi serta 
kemampuan institusi publik, termasuk unsur-unsur sosial 
dan politk serta kecenderungan perubahannya. 

3. Pendekatan Isu-Isu Kunci Kebijakan dan Hubungan dengan 
Pendapatan Keluarga. Penelitian harus dapat 
mengidentifikasi kunci hal-hal kebijakan yang mendesak 
sehubungan dengan hal-hal baru. 

4. Proses Pengembangan Kebijakan. Inti daripada proses 
pengembangan kebijakan tersebut. Pada proses ini 
dibutuhkan suatu pengertian dari struktur formal 
organisasi yang berhubungan dengan pengembangan dan 
implementasi kebijakan. 

5. Hasil, Luaran, dan Dampak untuk Kesejahteraan 
Masyarakat. Hal ini ditandai dengan aksi terhadap output, 
outcame dan impak terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Intitusi yang membuat suatu kebijakan pada hakikatnya 
akan mengalihkan kepada pemegang manajemen di tingkat 
bawah, dan diharapkan hasilnya dapat berpengaruh 
terhadap kesejahteraan massyarakat. 

 

9.6 Kebijakan Pelayanan Kesehatan 
Kebijakan kesehatan merupakan tindakan yang 

mempunyai efek terhadap institusi, organisasi pelayanan dan 
pendanaan dari sebuah sistem pelayanan kesehatan. Kebijakan 
palayanan kesehatan meliputi (Meo dkk, 2015) : 
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1. Public Goods. Berupa barang atau jasa yang pendanaanya 
berasal dari pemerintah, yang bersumber dari pajak dan 
kelompok masyarakat. Layanan public goods digunakan 
untuk kepentingan bersama dan dimiliki bersama yang 
keberadaanya memiliki pengaruh terhadap masyarakat. 

2. Privat Goods. Berupa barang atau jasa swasta yang 
pendanaanya berasal dari perseorangan. Digunakan untuk 
kepentingan sendiri dan dimiliki perseorangan, tidak bisa 
dimiliki sembarangan orang, terdapat persaingan dan 
eksternalitas rendah. 

3. Merit Goods. Karakteristiknya adalah memerlukan biaya 
tambahan, tidak dapat digunakan sembarangan orang, ada 
persaingan dan eksternalitas tinggi. Contohnya cuci darah, 
pelayanan kehamilan, pelayanan kespro dan pengobatan  
PMS. Indonesia termasuk negara berkembang sangat rentan 
terhadap berbagai macam penyakit. Hal ini tersebab karena 
kondisi riil masyarakat Indonesia yang miskin dan memiliki 
standar hidup (gizi) rendah. Kemiskinan (gizi buruk) 
menjadi kandungan yang siap setiap saat melahirkan 
penyakit. Karena itu tidak mengejutkan kalau penyakit-
penyakit menyerang masyarakat meningkat jumlahnya 
setiap tahun seiring meningkatkan jumlah angka 
kemiskinan. 
 

9.7 Contoh Kebijakan dalam Pelayanan Kesehatan 
Kebijakan yang menangani kesehatan dan pelayanan 

kesehatan di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional 
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial 
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran 
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4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
5. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016 

tentang Jaminan Kesehatan 
7. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan 
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang 

Pelayanan Darah 
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit 
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 tentang 

Penanggulangan Tuberkulosis 
11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2016 tentang 

Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi 
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 

tentang Keselamatan Pasien 
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

14. Peraturan Menteri Kesehatan No. 631 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit 

15. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1419 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi 

16. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan Kedokteran 

17. Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang 
Rekam Medis 

18. Peraturan Menteri Kesehatan No. 812 Tahun 2007 tentang 
Kebijakan Perawatan Paliatif 

19. Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 tentang 
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 
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20. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1087 Tahun 2010 
tentang Standar kesehatan dan Kesehatan Kerja di Rumah 
Sakit 

21. Peraturan Menteri Kesehatan No. 411 Tahun 2010 tentang 
Laboratorium Klinik 

22. Peraturan Menteri Kesehatan No. 370 Tahun 2007 tentang 
Standar Profesi Teknologi Laboratorium Kesehatan 

23. Peraturan Menteri Kesehatan No. 856 Tahun 2009 tentang 
Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit 

24. Peraturan Menteri Kesehatan No. 377 Tahun 2007 tentang 
Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan 

25. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1051 Tahun 2008 
tentang Pedoman Penyelenggaraan / Pelayanan Obstetri 
Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam Di 
Rumah Sakit 

26. Peraturan Menteri Kesehatan No. 519 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan 
Terapi Intensif Di Rumah Sakit 

27. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang 
Persetujuan Tindakan Kedokteran 
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